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PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur berskala besar berpotensi membawa
dampak pembangunan yang besar apabila direncanakan dengan baik
dan terarah. Jalan Tol Trans Jawa merupakan salah satu mega
infrastruktur transportasi di Indonesia, yang dibangun untuk
mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan—
kawasan yang belum berkembang, demi mewujudkan pemerataan
ekonomi di seluruh Pulau Jawa. Pada tulisan ini akan diukur dampak
Jalan Tol Trans Jawa terhadap pertumbuhan wilayah, baik dari
pertumbuhan ekonomi maupun dari perubahan fisik kawasan, di
sekitar koridor Jalan Tol Trans Jawa.

Pertumbuhan fisik wilayah dilihat dari laju perubahan tutupan lahan
sebelum dan sesudah Jalan Tol Trans Jawa beroperasi. Selanjutnya,
pertumbuhan ekonomi diukur dengan laju pertumbuhan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010
(PDRB riil), yang dapat merefleksikan nilai investasi pada masing—
masing daerah di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Jawa.
Perbandingan ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh yang
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terjadi pada trend sebelum dan sesudah jalan tol beroperasi. Hasil ini
selanjutnya digunakan sebagai tolok ukur dalam menilai
keberhasilan dan kegagalan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa.

Peran Infrastruktur Jalan Tol terhadap Pertumbuhan Wilayah

Pembangunan infrastruktur berskala besar diyakini dapat membawa
dampak pembangunan yang signifikan terhadap pertumbuhan
wilayah. Hal ini terlihat dalam sejarah pembangunan infrastruktur di
Eropa Barat, Jepang, Amerika Serikat, dan Cina yang bertepatan
dengan terjadinya perkembangan ekonomi yang pesat pada negara
tersebut. Pembangunan infrastruktur berskala besar dapat memacu
pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitar, dengan mengoptimalkan
kawasan yang sudah berkembang maupun dapat menjadi stimulan
pertumbuhan ekonomi baru di wilayah yang belum berkembang.

Infrastruktur transportasi merupakan salah satu bentuk infrastruktur
yang dapat mewujudkan pertumbuhan tersebut. Pembangunan
infrastruktur  transportasi banyak dipakai sebagai sarana
pembangunan, karena banyak dikaitkan dengan aksesibilitas,
mobilitas, distribusi, aglomerasi, inovasi teknologi, maupun
multiplier effect-nya. Menurut Lopez (2008), Infrastruktur
transportasi merupakan elemen penting untuk meningkatkan kohesi
dan integrasi antarwilayah, karena dapat mengurangi kesenjangan
regional yang ada saat ini. Kesenjangan antar wilayah terjadi karena
adanya disparitas kualitas akses terhadap peluang, dan jalan dapat
menjadi alat untuk menekan disparitas tersebut. Dengan kata lain,
keberadaan jalan, baik jalan nontol maupun jalan tol, dapat
mendukung konektivitas dan mobilitas di bidang ekonomi, sosial,
maupun budaya.

176



Verzosa dan Gonzales (2010) serta Yang dan Lo (2003) juga
membuktikan ~ bahwa  pembangunan infrastruktur  dapat
menyebabkan perubahan struktur wilayah dan perubahan
penggunaan lahan di sekitar lokasi pembangunan, baik yang
terencana maupun yang tidak terencana. Pada kawasan perkotaan,
pembangunan infrastruktur dapat merangsang perluasan atau
aglomerasi  wilayah perkotaan yang melampaui batasan
administratif, dan membentuk kawasan metropolitan (Moulaert dkk,
2001; Dodson, 2009). Selain itu, infrastruktur berskala besar juga
dapat merangsang pertumbuhan pusat—pusat ekonomi baru pada
kawasan yang belum berkembang (Banister dan Lichfield, 1995).

Peran infrastruktur menjadi perdebatan terkait dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pada awalnya, Aschauer (1989) meyakini
efek positif investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi.
Namun hal ini dibantah, karena tidak ditemukannya dampak
signifikan pembangunan jalan di US terhadap pertumbuhan ekonomi
negara tersebut (Holtz-Eakin dan Schwartz, 1995). Penelitian
banyak dilakukan setelahnya dan menunjukkan bahwa efek yang
dihasilkan oleh infrastruktur memiliki tingkatan yang bervariasi
terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah.

Sebagai contoh, investasi infrastruktur di India berdampak
signifikan terhadap pertumbuhan regional (Lall, 2007). Hal ini juga
terjadi di Cina, yang mana terdapat hubungan kausal antara
infrastruktur transportasi dan pertumbuhan ekonomi (Tan dan Yang,
2009; Yu dkk, 2012).

Sebaliknya, dampak negatif antara infrastruktur dan pertumbuhan
ekonomi juga terjadi. Devarajan dkk (1996) menemukan bahwa

177



terdapat hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan
ekonomi dan infrastruktur, yang disebabkan oleh investasi berlebih
dalam transportasi dan komunikasi. Canning dan Pedroni (2008)
juga menunjukkan bahwa infrastruktur tidak menyebabkan
pertumbuhan dalam jangka panjang. Straub dkk (2008) juga gagal
menemukan hubungan yang signifikan antara infrastruktur dan
pertumbuhan di Ghana.

Secara umum, infrastruktur berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Namun, terdapat
batasan tingkat optimal investasi infrastruktur yang dapat
memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi (Chen, 2010;
Lakshmanan, 2011). Tingkat investasi yang kurang atau berlebihan
tidak akan berpengaruh secara signifikan dan justru dapat
memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Melihat dampak infrastruktur transportasi yang bervariasi di setiap
wilayah, pada makalah ini dikaji keberhasilan dan kegagalan
pembangunan Jalan Tol Trans Jawa. Keberhasilan dan kegagalan
jalan tol pertama-tama dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi di
setiap kota atau kabupaten pada koridor tol Trans Jawa. Selanjutnya,
pengukuran dilihat dari pertumbuhan guna lahan di sepanjang
koridor tersebut yang merefleksikan pertumbuhan fisik kawasan
secara nyata. Kajian dilakukan hanya pada kota atau kabupaten yang
dilintasi oleh pembangunan Jalan Tol Trans Jawa yang tergolong
baru. Beberapa kota dan kabupaten yang telah lama dilintasi tidak
disertakan, seperti Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang,
Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, DKI Jakarta, Kota Bekasi,
Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta,
Kota Semarang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Jalan tol
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di Kabupaten Kendal dan di Kabupaten Probolinggo juga baru saja
beroperasi di tahun 2019, sehingga tidak disertakan. Selain itu
terdapat juga ruas jalan tol yang belum beroperasi, sehingga tidak
dipertimbangkan, yaitu di Kota Probolinggo dan di Kabupaten
Banyuwangi. Kajian kritis ini dilakukan agar pembangunan
infrastruktur di masa depan menjadi lebih terarah, sistematis,
terukur, dan sinkron dengan penataan ruang, untuk mencapai
pertumbuhan wilayah yang optimal dengan tetap menjaga
kelestarian lingkungan jangka panjang.

Profil, Tujuan, dan Sasaran Jalan Tol Trans Jawa

Jalan Tol Trans Jawa merupakan proyek mega infrastruktur dengan
total panjang 1.167 km, yang menghubungkan ujung-ujung Pulau
Jawa, yaitu Serang, di Provinsi Banten, sampai Banyuwangi, di
Provinsi Jawa Timur. Jalan tol ini diharapkan selesai pada tahun
2024 dan akan melintasi 5 provinsi dan 42 kabupaten atau kota.
Provinsi-provinsi yang dilalui adalah Banten, DKI Jakarta, Jawa
Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Informasi lebih lengkap mengenai kota atau kabupaten, ruas jalan tol

yang melalui, serta tahun operasional jalan tol dapat dilihat pada
Gambar 1 dan Tabel 1.
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Sumber: BPJT (2020)
Gambar 1 Peta Jalan Tol Trans Jawa

Tabel 1 Kota atau Kabupaten dan Awal Operasional Ruas Tol

No Kota/Ka_bupat(_en Ruas Tol TahL_m
yang dilewati Operasional
Banten
1 Kota Cilegon (Merak) Tol Tangerang -Merak 1992
2 Kabupaten Serang Tol Tangerang -Merak 1992
3 Kota Serang Tol Tangerang -Merak 1992
4 KabupatenTangerang Tol Tangerang — Merak 1984
5 Kota Tangerang Tol Tangerang — Merak dan Tol 1984
Jakarta - Tangerang
Jakarta
6 DKI Jakarta Tol Jakarta-Tangerang dan 1984
Jakarta - Cikampek
Jawa Barat
7 Kota Bekasi Tol Jakarta-Cikampek 1988
8 Kabupaten Bekasi Tol Jakarta-Cikampek 1988
9 Kabupaten Karawang Tol Jakarta-Cikampek 1988
10 Kabupaten Purwakarta Tol Jakarta-Cikampek dan 1988
(Cikopo) Cikopo-Palimanan
11 Kabupaten Subang Tol Cikopo-Palimanan 2015
12 Kabupaten Indramayu Tol Cikopo-Palimanan 2015
13 Kabupaten Majalengka Tol Cikopo-Palimanan 2015
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Tabel 1 Kota atau Kabupaten dan Awal Operasional Ruas Tol (Lanjutan)

No Kota/Ka'bupat?n Ruas Tol TahL'm
yang dilewati Operasional
14 Kabupaten Cirebon Tol Cikopo-Palimanan, 2015
Palimanan-Kanci, dan Kanci-
Pejagan
15 Kota Cirebon Tol Cikopo-Palimanan, 2015
Palimanan-Kanci, dan Kanci-
Pejagan
Jawa Tengah
16 Kabupaten Brebes Tol Kanci-Pejagan, Pejagan- 2016
Pemalang
17 Kabupaten Tegal Tol Pejagan-Pemalang 2018
18 Kabupaten Pemalang Tol Pejagan-Pemalang dan 2018
Pemalang-Batang
19 Kabupaten Pekalongan Tol Pemalang-Batang 2018
20 Kabupaten Batang Tol Pemalang-Batang dan 2018
Batang-Semarang
21 Kabupaten Kendal Tol Batang-Semarang 2019
22 Kota Semarang Tol Batang-Semarang, Semarang 1983
seksi ABC, dan Semarang-Solo
23 Kabupaten Semarang Tol Semarang-Solo 2014
24 Kota Salatiga Tol Semarang-Solo 2017
25 Kabupaten Boyolali Tol Semarang-Solo dan Solo- 2018
Ngawi
26 Kabupaten Sukoharjo Tol Semarang-Solo 2018
27 Kota Surakarta Tol Semarang-Solo dan Solo-Ngawi 2018
28 Kabupaten Karanganyar ~ Tol Solo-Ngawi 2018
29 Kabupaten Sragen Tol Solo-Ngawi 2018
Jawa Timur
30 Kabupaten Ngawi Tol Solo-Ngawi dan Ngawi- 2018
Kertosono
31 Kabupaten Magetan Tol Ngawi-Kertosono 2018
32 Kabupaten Madiun Tol Ngawi-Kertosono 2018
33 Kabupaten Nganjuk Tol Ngawi-Kertosono dan Kertosono 2018
- Mojokerto
34 Kabupaten Jombang Tol Kertosono - Mojokerto 2014
35 Kabupaten Mojokerto Tol Kertosono - Mojokerto dan 2014

Surabaya-Mojokerto
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Tabel 1 Kota atau Kabupaten dan Awal Operasional Ruas Tol (Lanjutan)

No Kota/Ka'bupat?n Ruas Tol TahL.Jn
yang dilewati Operasional
36 Kabupaten Gresik Tol Surabaya-Mojokerto 2017
37 Kabupaten Sidoarjo Tol Surabaya-Mojokerto, dan 1986
Surabaya-Porong, dan Tol
Probolinggo — banyuwangi
38 Kota Surabaya Tol Surabaya-Mojokerto dan 1986
Surabaya-Porong
39 Kabupaten Pasuruan Tol Gempol-Pasuruan dan Pasuruan- 2018
Probolinggo
40 Kabupaten Probolinggo ~ Tol Pasuruan-Probolinggo 2019
41 Kota Probolinggo Tol Pasuruan-Probolinggo Belum
beroperasi
42 Kabupaten Banyuwangi  Tol Probolinggo-Banyuwangi Belum
beroperasi

Perencanaan Jalan Tol Trans Jawa merupakan suatu perwujudan
Visi Indonesia 2045, yang mana untuk mencapai Indonesia
berdaulat, maju, adil, dan makmur, terdapat 3 pilar utama yang perlu
dipenuhi, yaitu: (1) pembangunan manusia dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi, (2) pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan, dan (3) pemerataan pembangunan. Pada visi tersebut
terlihat bahwa pembangunan infrastruktur bertujuan untuk
meningkatkan konektivitas, mendorong pemerataan antarwilayah,
memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan
dan pedesaan, serta mengantisipasi terjadinya bencana alam dan
perubahan iklim yang diterjemahkan dalam konsep pembangunan
dan pemerataan infrastruktur.

Selanjutnya, konsep pembangunan infrastruktur diturunkan ke
dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,
dengan salah satu arahan Presiden menyebutkan bahwa
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pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk menghubungkan
kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses
ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja, dan mempercepat
peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

Bentuk arahan Presiden kemudian diturunkan dalam 7 agenda
pembangunan atau yang sering disebut dengan Prioritas Nasional,
dengan butir kelima menekankan pada penguatan infrastruktur untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar.
Selanjutnya, prioritas nasional diturunkan dalam program prioritas
dan kegiatan prioritas, yang salah satunya menjelaskan mengenai
sasaran, indikator, dan target infrastruktur konektivitas, yaitu jalan.
Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya
konektivitas wilayah, dengan indikator dan target: (1) waktu tempuh
di jalan lintas utama pulau adalah 1,9 jam per 100 km, (2) panjang
jalan tol baru yang terbangun dan atau beroperasi adalah 2500 km,
(3) panjang jalan baru yang terbangun adalah 3000 km, dan
persentase  kondisi jalan mantap jalan nasional/provinsi/
kabupaten/kota adalah sebesar 97%.

Jalan tol Trans Jawa akan menjadi satu tulang punggung
konektivitas di Pulau Jawa. Konektivitas Jalan Tol Trans Jawa ini
diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia 2045 dan arahan
Presiden dalam RPJMN 2020-2024, vyaitu mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Pulau Jawa, yang saat
ini berkontribusi sebesar 58% terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB). Jalan Tol Trans Jawa diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi mobilitas barang maupun orang, guna menunjang
pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal di wilayah yang telah
berkembang serta dapat menciptakan pusat—pusat ekonomi baru di
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wilayah yang belum berkembang di Pulau Jawa.
TINJAUAN PUSTAKA

Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan
Ekonomi

Menurut Fogel (1960), terdapat tingkat pengembalian ekonomi
terhadap modal sebesar 30% yang diinvestasikan dalam
pembangunan kereta api. Besaran 30% tersebut berasal dari
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal untuk kegiatan
pembukaan lahan. Auschauer (1989) juga menemukan bahwa
investasi infrastruktur yang rendah bertanggung jawab signifikan
terhadap pertumbuhan output dan produktivitas di Amerika Serikat.
Lebih lanjut, investigasi oleh Ford dan Poret (1991) menemukan
bahwa perbedaan tingkat pertumbuhan di berbagai negara, sebagian
disebabkan oleh perbedaan tingkat investasi infrastrukturnya.
Lakshmanan (2011) menyatakan bahwa terdapat 2 dampak
pembangunan infrastruktur, yaitu dampak langsung dan dampak
tidak langsung. Dampak langsung adalah pembangunan
infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan
membuka peluang bisnis pada saat proses konstruksi serta efisiensi
angkutan logistik dari segi waktu, yang menyebabkan harga barang
yang lebih murah, peningkatan output, keuntungan perusahaan, serta
kesempatan kerja. Sedangkan dampak tidak langsung adalah
munculnya industri pendukung yang memasok barang dan jasa
untuk penyediaan investasi langsung serta terjadinya transfer of
knowledge dan transfer of technology.

Efek langsung dan tidak langsung tersebut telah dikaji oleh Banister
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dan Berechman (2001) dan ditemukan adanya hubungan yang positif
antara efek—efek tersebut terhadap investasi infrastruktur. Di negara
bagian India, Lall (2007) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur
merupakan penentu yang signifikan bagi pertumbuhan regional,
demikian juga di Cina, beberapa peneliti telah menyoroti hubungan
kausal antara pembangunan infrastruktur transportasi di negara
tersebut dan pertumbuhan ekonominya (Tan dan Yang, 2009; Yu
dkk, 2012). Tetapi hubungan negatif antara investasi infrastruktur
dan pertumbuhan ekonomi juga terjadi. Devarajan dkk (1996)
menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara
pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur, yang disebabkan oleh
investasi berlebih dalam transportasi dan komunikasi. Hasil studi
Canning dan Pedroni (2008) menunjukkan bahwa infrastruktur tidak
menyebabkan pertumbuhan dalam jangka panjang, sedangkan
Straub dkk (2008) dan Nketiah-Amponsah (2009) juga gagal
menemukan hubungan yang signifikan antara infrastruktur dan
pertumbuhan di Ghana.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Perubahan Guna Lahan

Secara umum, perubahan guna lahan atau tutupan lahan dapat dilihat
dari 2 perspektif, yaitu perspektif mikro dan perspektif makro.
Perspektif mikro menekankan pada perilaku individu dalam
menentukan perubahan guna lahan di suatu wilayah, yang mana
setiap individu memiliki preferensi untuk mengubah lahan menjadi
penggunaan yang paling menguntungkan. Perspektif ini hanya
digunakan pada cakupan wilayah yang kecil, untuk melihat interaksi
antara perilaku individu dengan perilaku kolektif di suatu wilayah.
Perspektif makro menekankan pada interaksi antara variabel—
variabel sosial ekonomi maupun biofisik, yang dapat mendorong
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perubahan guna lahan. Perspektif ini sering digunakan untuk
menggambarkan fenomena perubahan guna lahan akibat
pembangunan infrastruktur berskala besar pada ruang lingkup
wilayah yang lebih luas. Faktor—faktor dalam perspektif makro yang
memengaruhi perubahan guna lahan atau tutupan lahan dibedakan
menjadi 2 macam, yaitu faktor non spasial dan faktor spasial. Faktor
non spasial terdiri atas jarak, aksesibilitas pasar (Verburg dkk, 2004),
pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi (Verburg dan
Bouma, 1999). Sedangkan faktor spasial erat kaitannya dengan jarak
spasial, khususnya jarak dengan pusat kota, jarak dengan jaringan
transportasi, jarak dengan guna lahan yang ada, dan jarak dengan
daerah rawan bencana (Verburg dkk, 1999).

Kota memiliki daya tarik yang besar bagi investor maupun
pendatang, karena merupakan pusat kegiatan. Kedekatan dengan
kawasan metropolitan akan mendorong perubahan tata guna lahan
untuk memenuhi kebutuhan permukiman para pendatang yang
bekerja di pusat kota dan kebutuhan bagi pengembangan industri
serta perdagangan dan jasa yang terkait dengan akses yang
disediakan oleh kawasan perkotaan.

Pembangunan transportasi akan meningkatkan aksesibilitas dan
mobilitas masyarakat ke daerah sekitar sehingga memudahkan untuk
menjangkau daerah produksi dan daerah pemasaran sumber daya di
pasar komoditas. Kemudahan ini akan mendorong pembangunan di
sekitar jaringan infrastruktur transportasi, baik pembangunan
pemukiman maupun pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa.

Verburg (2000) menjelaskan bahwa kedekatan dengan tata guna
lahan yang ada, terutama di kawasan terbangun, merupakan salah
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satu faktor utama yang mendorong perubahan tata guna lahan. Selain
akses yang mudah, kedekatan dengan penggunaan lahan yang ada
juga menyebabkan peningkatan spesialisasi wilayah. Misalnya,
perkembangan industri cenderung terjadi di sekitar industri yang
sudah ada, karena mudahnya akses penyediaan fasilitas penunjang
industri. Selain itu, kedekatan dengan penggunaan lahan yang ada
juga meningkatkan konsentrasi kegiatan produktif di area yang
padat, seperti di area metropolitan.

Idealnya, pengembangan kawasan rawan bencana, terutama yang
berisiko tinggi, dibatasi karena akan meningkatkan kerentanan, tidak
hanya di kawasan itu sendiri tetapi juga di sekitarnya. Namun,
kawasan rawan bencana tinggi di banyak negara berkembang masih
digunakan untuk penggunaan lahan terbangun, seperti resor dan
permukiman.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Guna Lahan

Banyak kajian yang melihat hubungan yang bersifat kausal antara
pertumbuhan ekonomi dan guna lahan, yang mana perubahan guna
lahan adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi (Lin dan Ho, 2003;
Wu dan Zhang, 2012). Penelitian oleh Ho dan Lin (2004),
menemukan hubungan antara konversi lahan pertanian dengan
urbanisasi, industrialisasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan
jalan. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan permintaan lahan untuk
dikonversi menjadi industri, infrastruktur transportasi, maupun
perumahan. Konversi ini biasanya terjadi dari lahan pertanian
menjadi lahan nonpertanian.

He dkk (2014) memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan
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tersebut. Perubahan penggunaan lahan bukan hanya sebagai
konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merupakan
pendorong langsung dan pendorong tidak langsung pertumbuhan
ekonomi. Dengan contoh kasus di Cina, ditemukan bahwa
perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi
kuat.

Peran guna lahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi
dijelaskan pada bagian ini. Pertama, lahan merupakan faktor
produksi yang penting, baik bagi pertanian, industri manufaktur,
maupun jasa. Tidak akan ada kegiatan ekonomi tanpa adanya lahan.
Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menyebabkan lebih banyak
kebutuhan akan lahan. Kedua, pengembangan lahan dapat dilihat
sebagai akumulasi modal dalam pertumbuhan. Kepemilikan tanah
oleh publik di Cina memberikan hak bagi pemerintah daerah untuk
menyewakan tanah kepada pengembang. Hasil yang didapat dari
sewa lahan tersebut menjadi modal untuk pembangunan
infrastruktur vital perkotaan. Ketiga, fahan digunakan sebagai alat
untuk menarik investasi asing. Dengan memberikan harga sewa
tanah yang rendah, pemerintah daerah berupaya menarik investor
industri. Konversi lahan pertanian menjadi lahan perkotaan maupun
lahan industri akan menarik investasi asing, sehingga memicu
pertumbuhan ekonomi. Studi kasus di Cina tersebut menunjukkan
bahwa lahan dapat langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi lokal dan pengembangan lahan dapat diperlakukan sebagai
proses akumulasi modal dalam pertumbuhan perkotaan. Lahan juga
sering digunakan untuk menarik investasi asing masuk. Dengan
demikian, lahan bukan hanya faktor produksi, tetapi juga merupakan
faktor ekonomi.
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PEMBAHASAN

Perekonomian Kota/Kabupaten di Sepanjang Koridor Jalan Tol
Trans Jawa

Kondisi perekonomian wilayah direfleksikan dalam 42 nilai Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada Gambar 2 ditampilkan
rata—rata nilai PDRB riil dari tahun 2017 hingga tahun 2020 di 42
kota atau kabupaten. Provinsi DKI Jakarta dipisahkan dari grafik,
karena nilai PDRB DKI bukan mewakili kota atau kabupaten, tetapi
mewakili provinsi. Hal ini juga dilakukan karena nilai PDRB di DKI
Jakarta memiliki gap yang besar dengan PDRB di kota atau
kabupaten lainnya, karena PDRB DKI merupakan PDRB yang
terbesar di Indonesia.

Dari 41 kota atau kabupaten, Surabaya sebagai ibukota Provinsi
Jawa Timur, adalah kota dengan PDRB riil tertinggi, yaitu Rp288,46
triliun, yang diikuti oleh Kabupaten Bekasi, dengan PDRB riil
sebesar Rp241,15 triliun. Selanjutnya, PDRB riil terbesar juga
terdapat di Kabupaten Karawang (Rp156,83 triliun), Kabupaten
Sidoarjo (Rp133,35 triliun), dan Kota Semarang (Rp133,09 triliun).
Sebaliknya, nilai PDRB riil terendah atau kurang dari Rp20 triliun
ditemukan di Kota Probolinggo (Rp7,92 triliun) dan di Kota Salatiga
(Rp9,23 triliun). Grafik pada Gambar 2 juga menunjukkan variasi
nilai PDRB, yang mengindikasikan adanya ketimpangan antara
ekonomi di suatu wilayah dengan di wilayah lainnya, yang sama-
sama berada pada koridor Jalan Tol Trans Jawa. Dengan melihat hal
tersebut, keberadaan jalan tol diharapkan bisa meratakan
kesenjangan ekonomi yang terjadi, khususnya di kota atau
kabupaten dengan  perekonomian yang masih  rendah.
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Pengembangan ekonomi tersebut perlu dilakukan sesuai dengan
karakteristik, potensi, serta arahan tata ruang kota atau kabupaten
masing—masing.

Catatan: PDRB DKI Jakarta Rp1.750 triliun
Gambar 2 Rata-Rata PDRB 2017-2020 (dalam triliun Rupiah)
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Perlu diperhatikan bahwa rentang waktu PDRB yang digunakan
mencakup periode pandemi Covid-19, pada tahun 2020, yang
dampaknya sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi, baik secara
global, nasional, maupun wilayah. Secara garis besar, rata—rata laju
pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2019 adalah 5,51%,
dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Majalengka
(7,77%) dan yang terendah di Kabupaten Indramayu (1,34%),
seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tahun 2020,
pertumbuhan ekonomi cenderung menurun, dengan rata—rata
sebesar -2,11%. Kota Tangerang merupakan kota yang mengalami
penurunan terbesar, yaitu -6,93% dan sebaliknya Kabupaten
Majalengka mengalami penurunan terendah dibanding dengan kota
atau kabupaten lainnya, dan bahkan pertumbuhannya masih positif
0,9%.

Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Rata-Rata Simpangan Baku Terendah

Variabel %) %) %) Tertinggi (%)
Rata-rata laju 5,51 0,74 1,34 7,77
pertumbuhan 2017-2019
Pertumbuhan ekonomi -2,11 1,33 -6,93 0,90

2020

Dampak Keberadaan Jalan Tol Trans Jawa terhadap
Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi dilihat dari rata—rata pertumbuhan dalam 2 tahun
sebelum dan sesudah jalan tol beroperasi, tetap tidak termasuk tahun
2020. Pengukuran dilihat dalam rentang waktu 2 tahun, karena
biasanya rentang waktu tersebut berada dalam satu siklus bisnis,
yang rata-rata durasinya sekitar 5 tahun. Beberapa kota dan
kabupaten telah lama dilintasi oleh jalan tol, sehingga tidak
disertakan di dalam perhitungan yang meliputi Kota Cilegon,
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Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota
Tangerang, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi,
Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Semarang,
Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Surabaya. Jalan tol di Kabupaten
Kendal dan Kabupaten Probolinggo juga baru saja beroperasi di
tahun 2019 sehingga tidak disertakan. Selain itu terdapat juga ruas
jalan tol yang belum beroperasi sehingga tidak dipertimbangkan
yaitu Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan
pertimbangan tersebut, terdapat 25 kabupaten/kota yang diukur pada
sub bagian ini.

Hasil rata—rata pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah jalan tol
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bervariasi di setiap kota
atau kabupaten. Terdapat 15 kabupaten atau kota yang mengalami
trend pertumbuhan positif setelah dibangunnya jalan tol (lihat Tabel
3). Akan tetapi, terdapat juga 10 kabupaten atau kota yang justru
mengalami penurunan ekonomi dengan keberadaan jalan tol.
Pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di Kabupaten Majalengka
(1,5%), yang diikuti oleh Kabupaten Subang (0,7%), dan Kota
Salatiga (0,65%). Sedangkan pertumbuhan yang cenderung
menurun terbesar terjadi di Kabupaten Gresik (-4,74%), di
Kabupaten Indramayu (-3,14%), dan di Kabupaten Mojokerto (-
1,38%).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi pada 25 kabupaten atau kota
yang dilalui jalan tol menurun (lihat Tabel 3). Rata—rata
pertumbuhan ekonomi sebelum adanya jalan tol adalah sebesar
5,32%, dan menurun menjadi 5,06% setelah jalan tol beroperasi.
Hasil ini menunjukkan bahwa peran jalan tol belum optimal untuk
menggalakkan ekonomi, khususnya di kabupaten atau kota dengan
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ketimpangan tinggi. Selanjutnya, analisis detail dilakukan terhadap
sektor—sektor penting, seperti pertanian, industri, real estate, dan
pariwisata di masing—masing kota atau kabupaten.

Tabel 3 Pertumbuhan PDRB Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Beroperasi
Rata-Rata Rata-Rata Pertumbuhan
Pertumbuhan Pertumbuhan Sebelum dan
Kota atau . .
Tahun Ekonomi 2 Ekonomi 2 Sesudah
No Kabupaten .
yang Dilintasi Beroperasi Tahun Tahun Setelah Jalan ToI_
Sebelum Jalan Jalan Tol Beroperasi
Tol Beroperasi Beroperasi
1 Kabupaten 2015 4,56 5,25 0,70
Subang
2 Kabupaten 2015 3,90 0,76 -3,14
Indramayu
3 Kabupaten 2015 4,92 6,42 1,50
Majalengka
4 Kabuapten 2015 5,00 5,35 0,35
Cirebon
5 Kota Cirebon 2015 5,31 5,95 0,64
6 Kabupaten 2016 5,64 5,46 -0,19
Brebes
7 Kabupaten 2018 5,65 5,56 -0,09
Tegal
8 Kabupaten 2018 5,52 5,80 0,28
Pemalang
9 Kabupaten 2018 5,30 5,35 0,05
Pekalongan
10 Kabupaten 2018 5,29 5,38 0,09
Batang
11 Kabupaten 2014 6,00 5,41 -0,59
Semarang
12 Kota Salatiga 2017 5,22 5,87 0,65
13 Kabupaten 2018 5,54 5,96 0,43
Boyolali
14  Kabupaten 2018 2,92 1,96 -0,96
Sukoharjo
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Tabel 3 Pertumbuhan PDRB Sebelum dan Sesudah Jalan Tol
Beroperasi (lanjutan)

Rata-Rata Rata-Rata

Pertumbuhan Pertumbuhan Pertumbuhan
Kota atau . . Sebelum dan
Tahun Ekonomi 2 Ekonomi 2
No Kabupaten . Sesudah
yang Dilintasi Beroperasi Tahun Tahun Setelah Jalan Tol
Sebelum Jalan Jalan Tol Beroperssi
Tol Beroperasi Beroperasi
15 Kota 2018 5,53 5,78 0,26
Surakarta
16 Kabupaten 2018 5,59 5,93 0,35
Karanganyar
17 Kabupaten 2018 5,87 5,90 0,03
Sragen
18 Kabupaten 2018 5,14 5,05 -0,09
Ngawi
19 Kabupaten 2018 5,20 5,04 -0,16
Magetan
20 Kabupaten 2018 5,35 5,42 0,08
Madiun
21 Kabupaten 2018 5,28 5,36 0,09
Nganjuk
22 Kabupaten 2014 6,91 5,53 -1,38
Mojokerto
23 Kabupaten 2014 6,04 5,38 -0,66
Jombang
24 Kabupaten 2017 5,66 0,92 -4,74
Gresik
25 Kabupaten 2018 5,58 5,83 0,25
Pasuruan

Pertumbuhan Sektor Pertanian

Pertumbuhan sektor pertanian bervariasi di setiap kota atau
kabupaten, yang mana terjadi tren positif di 15 kota atau kabupaten,
namun trend negatif juga terjadi di 10 kota atau kabupaten.

Pertumbuhan sektor pertanian terbesar ditemukan di Kabupaten
Subang, dengan nilai 5,27%, diikuti oleh Kabupaten Batang
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(3,11%), dan Kabupaten Cirebon (3,06%).

Penurunan sektor pertanian terbanyak terdapat di Kabupaten Gresik
(-7,14%), di Kabupaten Tegal (-2,90%), dan di Kabupaten
Mojokerto (-1,77%). Secara umum, terdapat peningkatan sektor
pertanian di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Jawa, yaitu dari
2,18% sebelum jalan tol beroperasi menjadi 2,32% setelah jalan tol
beroperasi (lihat Tabel 4).

Tabel 4 Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Beroperasi
Rata-Rata Rata-Rata
Pertumbuhan  Pertumbuhan
Pertumbuhan
Kota atau Sektor Sektor Sebelum dan
Kabupaten Tahun Pertanian 2 Pertanian 2
No . Sesudah
yang Beroperasi Tahun Tahun Jalan Tol
Dilintasi Sebelum Setelah Jalan Beroperasi
Jalan Tol Tol
Beroperasi Beroperasi
1 Kabupaten 2015 1,10 6,36 5,27
Subang
2 Kabupaten 2015 2,04 2,92 0,88
Indramayu
3 Kabupaten 2015 1,86 2,21 0,35
Majalengka
4 Kabupaten 2015 0,72 3,78 3,06
Cirebon
5 Kota 2015 1,39 2,73 1,34
Cirebon
6 Kabupaten 2016 2,14 2,09 -0,05
Brebes
7 Kabupaten 2018 2,21 -0,69 -2,90
Tegal
8 Kabupaten 2018 2,87 1,32 -1,55
Pemalang
9 Kabupaten 2018 1.02 1,83 0,81
Pekalongan
10 Kabupaten 2018 0,14 3,24 3,11
Batang
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Tabel 4 Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebelum dan Sesudah Jalan Tol
Beroperasi (lanjutan)

Rata-Rata Rata-Rata
Pertumbuhan  Pertumbuhan
Pertumbuhan
Kota atau Sektor Sektor Sebelum dan
Kabupaten Tahun Pertanian 2 Pertanian 2
No . Sesudah
yang Beroperasi Tahun Tahun Jalan Tol
Dilintasi Sebelum Setelah Jalan Beroperssi
Jalan Tol Tol
Beroperasi Beroperasi
11 Kabupaten 2014 3,05 4,10 1,05
Semarang
12 Kota 2017 3,49 3,87 0,38
Salatiga
13 Kabupaten 2018 2,46 3,36 0,91
Boyolali
14 Kabupaten 2018 1,79 3,37 1,58
Sukoharjo
15 Kota 2018 2,51 2,96 0,46
Surakarta
16 Kabupaten 2018 2,49 1,80 -0,69
Karanganyar
17  Kabupaten 2018 1,69 2,03 0,35
Sragen
18 Kabupaten 2018 0,43 1,92 1,50
Ngawi
19 Kabupaten 2018 2,04 0,46 -1,58
Magetan
20 Kabupaten 2018 1,84 2,22 0,38
Madiun
21 Kabupaten 2018 2,03 1,90 -0,13
Nganjuk
22  Kabupaten 2014 4,26 2,49 -1,77
Mojokerto
23 Kabupaten 2014 2,59 1,87 -0,72
Jombang
24  Kabupaten 2017 6,16 -0,98 -7,14
Gresik
25 Kabupaten 2018 2,24 0,82 -1,42
Pasuruan
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Pertumbuhan Sektor Industri

Dari total 25 kota atau kabupaten, terdapat 10 kota atau kabupaten
yang menunjukkan tren pertumbuhan negatif dan 15 kota atau
kabupaten dengan tren pertumbuhan positif. Pertumbuhan sektor
industri terbesar terdapat di Kabupaten Majalengka (5,3%), di
Kabupaten Pemalang (2,03%), dan di Kota Surakarta (1,85%).
Sedangkan penurunan sektor industri terbesar terjadi di Kabupaten
Indramayu (5,00%), di Kabupaten Brebes (4,07), dan di Kabupaten
Semarang (3,49%). Secara umum, terjadi peningkatan sektor
industri setelah jalan tol beroperasi di koridor Trans Jawa, dari
5,95% menjadi 5,99% (lihat Tabel 5).

Tabel 5 Pertumbuhan Sektor Industri Sebelum dan Sesudah Jalan Tol Beroperasi

Rata-Rata
Rata-Rata
Pertumbuhan
Pertumbuhan  Pertumbuhan
Kota atau Sektor
. Sektor Sebelum dan
Kabupaten Tahun Industri 2 .
No an Beroperasi Tahun Industri 2 Sesudah Jalan
_y_ 9 . P Tahun Setelah Tol
Dilintasi Sebelum .
Jalan Tol Beroperasi
Jalan Tol .
. Beroperasi
Beroperasi
1 Kabupaten 2015 4,89 4,95 0,06
Subang
2 Kabupaten 2015 5,18 0,19 -5,00
Indramayu
3 Kabupaten 2015 6,79 12,08 5,30
Majalengka
4 Kabupaten 2015 5,06 5,44 0,39
Cirebon
5 Kota Cirebon 2015 5,57 4,47 -1,11
6 Kabupaten 2016 10,79 6,72 -4,07
Brebes
7 Kabupaten 2018 6,87 6,44 -0,43
Tegal
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Tabel 5 Pertumbuhan Sektor Industri Sebelum dan Sesudah Jalan Tol Beroperasi

(lanjutan)
Rata-Rata Rata-Rata
Pertumbuhan
Pertumbuhan Pertumbuhan
Kota atau Sektor
. Sektor Sebelum dan
Kabupaten Tahun Industri 2 .
No an Beroperasi Tahun Industri 2 Sesudah Jalan
_y_ 9 . P Tahun Setelah Tol
Dilintasi Sebelum .
Jalan Tol Beroperasi
Jalan Tol .
. Beroperasi
Beroperasi
8 Kabupaten 2018 5,81 7,83 2,03
Pemalang
9 Kabupaten 2018 4,44 4,76 0,32
Pekalongan
10 Kabupaten 2018 5,84 5,45 -0,39
Batang
11 Kabupaten 2014 8,12 4,64 -3,49
Semarang
12 Kota Salatiga 2017 4,04 5,67 1,63
13 Kabupaten 2018 6,43 7,06 0,63
Boyolali
14 Kabupaten 2018 2,68 2,15 -0,53
Sukoharjo
15 Kota 2018 4,04 5,88 1,85
Surakarta
16 Kabupaten 2018 5,73 6,30 0,57
Karanganyar
17  Kabupaten 2018 7,89 7,31 -0,58
Sragen
18 Kabupaten 2018 6,22 5,90 -0,32
Ngawi
19 Kabupaten 2018 7,28 7,73 0,46
Magetan
20 Kabupaten 2018 7,09 7,18 0,09
Madiun
21 Kabupaten 2018 6,46 8,08 1,63
Nganjuk
22 Kabupaten 2014 6,56 6,14 -0,42
Mojokerto
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Tabel 5 Pertumbuhan Sektor Industri Sebelum dan Sesudah Jalan Tol Beroperasi

(lanjutan)
Rata-Rata
Rata-Rata
Pertumbuhan
Pertumbuhan Pertumbuhan
Kota atau Sektor
. Sektor Sebelum dan
Kabupaten Tahun Industri 2 .
No an Beroperasi Tahun Industri 2 Sesudah Jalan
_y_ 9 . P Tahun Setelah Tol
Dilintasi Sebelum .
Jalan Tol Beroperasi
Jalan Tol .
. Beroperasi
Beroperasi
23 Kabupaten 2014 4,47 5,27 0,81
Jombang
24 Kabupaten 2017 4,92 5,79 0,87
Gresik
25 Kabupaten 2018 5,77 6,47 0,70
Pasuruan

Pertumbuhan Sektor Real Estate

Pada sektor real estate, terdapat 11 kota atau kabupaten yang
mengalami tren pertumbuhan negatif, dan 14 mengalami tren positif.
Pertumbuhan positif terbesar ditemukan di Kabupaten Subang
(4,99%), Kota Cirebon (3,29%), dan Kabupaten Cirebon (3,05%),
sedangkan penurunan terbesar terjadi di Kabupaten Brebes (-3,8%),
Kabupaten Mojokerto (-3,31%), dan Kota Surakarta (-2,83%).
Namun, secara garis besar terjadi penurunan ekonomi pada sektor
real estate setelah jalan tol beroperasi, yaitu dari 5,95% menjadi
5,93% (lihat Tabel 6).
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Tabel 6 Pertumbuhan Sektor Real Estate Sebelum dan Sesudah Jalan

Tol
Rata - Rata Rata - Rata
pertumbuhan pertumbuhan Perubahan
sektor real sektor real Pertumbuhan
No K;;?]/ngi?iuanz?n Betzzs:asi estate 2 tahun  estate 2 tahun ~ Sebelum dan
sebelum setelah sesudah jalan
operasional operasional tol
tol tol
1 Kabupaten 2015 2,21 7,20 4,99
Subang
2 Kabupaten 2015 6,81 8,91 2,10
Indramayu
3 Kabupaten 2015 5,03 5,20 0,18
Majalengka
4 Kabupaten 2015 4,08 7,13 3,05
Cirebon
5 Kota Cirebon 2015 4,37 7,66 3,29
6 Kabupaten 2016 7,86 4,06 -3,80
Brebes
7 Kabupaten Tegal 2018 6,17 4,99 -1,18
8 Kabupaten 2018 6,13 9,13 3,00
Pemalang
9 Kabupaten 2018 6,96 4,24 -2,72
Pekalongan
10 Kabupaten 2018 6,37 5,42 -0,95
Batang
11 Kabupaten 2014 5,88 7,14 1,27
Semarang
12 Kota Salatiga 2017 7,03 4,55 -2,49
13 Kabupaten 2018 7,81 6,19 -1,62
Boyolali
14  Kabupaten 2018 1,08 1,99 0,92
Sukoharjo
15 Kota Surakarta 2018 5,81 2,98 -2,83
16 Kabupaten 2018 5,82 5,86 0,05
Karanganyar
17  Kabupaten 2018 6,82 5,78 -1,04
Sragen
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Tabel 6 Pertumbuhan Sektor Real Estate Sebelum dan Sesudah Jalan

Tol (lanjutan)

Rata - Rata Rata - Rata
Perubahan
pertumbuhan pertumbuhan
Pertumbuhan

Kota/Kabupaten Tahun sektor real sektor real

No e . Sebelum dan

yang dilintasi Beroperasi estate 2 tahun  estate 2 tahun .
sesudah jalan
sebelum setelah ol
operasional tol  operasional tol

18 Kabupaten 2018 5,07 4,09 -0,98
Ngawi

19 Kabupaten 2018 4,85 5,57 0,72
Magetan

20 Kabupaten 2018 6,69 6,06 -0,63
Madiun

21 Kabupaten 2018 5,32 6,12 0,80
Nganjuk

22 Kabupaten 2014 8,70 5,40 -3,31
Mojokerto

23 Kabupaten 2014 9,24 8,25 -0,98
Jombang

24  Kabupaten 2017 7,46 8,71 1,25
Gresik

25 Kabupaten 2018 5,35 5,53 0,18
Pasuruan

Pertumbuhan Sektor Pariwisata

Terdapat 9 kota atau kabupaten yang mengalami tren negatif serta
15 kota atau kabupaten yang mengalami tren positif. Pertumbuhan
terbesar terdapat di Kabupaten Magetan (4,05%), Kabupaten
Karanganyar (4,05%), dan Kabupaten Brebes (3,46%).

Sedangkan penurunan terbesar terdapat di Kabupaten Pasuruan (-
2,18%), Kabupaten Madiun (-1,56%), dan Kabupaten Ngawi (-
1,46%). Secara umum, sektor pariwisata mengalami tren
peningkatan positif, dari 6,56% menjadi 7,53% setelah jalan tol
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beroperasi (lihat Tabel 7).

Tabel 7 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Rata - Rata Rata - Rata
pertumbuhan pertumbuhan Perubahan
Kota/Kabupaten Tahun .f,ek_tor §ek_tor Pertumbuhan
No yang dilintasi Beroperasi pariwisata 2 pariwisata 2 Sebelum dan
tahun sebelum  tahun setelah sesudah
operasional operasional jalan tol
tol tol
1 Kabupaten Subang 2015 3,74 6,32 2,58
2 Kabupaten 2015 7,98 6,93 -1,05
Indramayu
3 Kabupaten 2015 6,20 5,89 -0,31
Majalengka
4 Kota Cirebon 2015 6,03 7,70 1,67
5 Kabupaten Brebes 2016 6,85 10,31 3,46
6 Kabupaten Tegal 2018 6,22 8,68 2,47
7 Kabupaten 2018 6,23 9,06 2,83
Pemalang
8 Kabupaten 2018 6,84 7,49 0,65
Pekalongan
9 Kabupaten Batang 2018 6,30 9,10 2,81
10 Kabupaten 2014 3,96 6,37 2,41
Semarang
11 Kota Salatiga 2017 7,23 7,38 0,15
12 Kabupaten 2018 6,28 7,62 1,34
Boyolali
13 Kabupaten 2018 1,89 1,84 -0,05
Sukoharjo
14  Kota Surakarta 2018 4,77 5,21 0,44
15 Kabupaten 2018 5,20 9,25 4,05
Karanganyar
16 Kabupaten Sragen 2018 8,39 10,13 1,75
17  Kabupaten Ngawi 2018 8,26 6,80 -1,46
18 Kabupaten 2018 4,85 8,90 4,05
Magetan
19 Kabupaten Madiun 2018 8.73 7.17 -1.56
20 Kabupaten 2018 8.73 7.50 -1.23
Nganjuk
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Tabel 7 Pertumbuhan Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

(lanjutan)
Rata - Rata Rata - Rata
pertumbuhan pertumbuhan Perubahan
Kota/Kabupaten Tahun §ek.tor §ek.tor Pertumbuhan
yang dilintasi Beroperasi pariwisata 2 pariwisata 2 Sebelum dan
tahun sebelum  tahun setelah sesudah
operasional operasional jalan tol
tol tol
21 Kabupaten 2014 8,91 8,53 -0,38
Mojokerto
22 Kabupaten 2014 6,91 8,64 1,73
Jombang
23 Kabupaten Gresik 2017 9,15 8,73 -0,41
24 Kabupaten 2018 9,12 6,94 -2,18
Pasuruan

Pertumbuhan PDRB Berdasarkan Sektor

Kabupaten Majalengka, dengan pertumbuhan ekonomi terbesar
setelah adanya jalan tol, dikarenakan meningkatnya sektor—sektor
ekonomi, khususnya industri, yang mengalami kenaikan tertinggi
sebesar 5,3%. Di sisi lain, Kabupaten Subang, dengan pertumbuhan
ekonomi tertinggi kedua, juga mengalami peningkatan yang
signifikannya pada sektor pertanian (5,23%). Wilayah tertinggi
lainnya, yaitu Kota Salatiga, mengalami pertumbuhan yang
signifikan pada sektor industri.

Penurunan ekonomi terbesar, yang terjadi di Kabupaten Gresik,
salah satunya dipacu oleh penurunan sektor pertanian yang
signifikan, yaitu sebesar -7,14%. Kabupaten Indramayu juga
mengalami penurunan ekonomi yang besar, karena dipicu oleh
penurunan sektor industri yang cukup besar (5%). Kabupaten
Mojokerto mengalami tren negatif yang sama, dengan 3 sektor, yaitu
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pertanian, industri, dan real estate, cenderung menurun. Rangkuman
pertumbuhan ekonomi secara umum dan sektor dapat dilihat pada

Tabel 8.
Tabel 8 Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor
No Kota/Kabupaten yang Pertumbuhan (%)

dilintasi PDRB Pertanian Industri Real Estate

1 Kabupaten Subang 0,695 5,265 0,06 4,99

2 Kabupaten Indramayu -3,14 0,875 -4,995 2,1

3 Kabupaten Majalengka 15 0,35 5,295 0,175

4 Kota Cirebon 0,64 1,335 -1,105 3,29

5 Kabupaten Brebes -0,185 -0,05 -4,07 -3,8

6 Kabupaten Tegal -0,09 -2,895 -0,43 -1,175

7 Kabupaten Pemalang 0,28 -1,545 2,025 3

8 Kabupaten Pekalongan 0,05 0,81 0,325 -2,715

9 Kabupaten Batang 0,09 3,105 -0,385 -0,95
10 Kabupaten Semarang -0,59 1,05 -3,485 1,265
11 Kota Salatiga 0,65 0,38 1,63 -2,485
12 Kabupaten Boyolali 0,425 0,905 0,635 -1,615
13 Kabupaten Sukoharjo -0,96 1,58 -0,53 0,915
14 Kota Surakarta 0,255 0,455 1,845 -2,825
15 Kabupaten Karanganyar 0,345 -0,685 0,57 0,045
16 Kabupaten Sragen 0,03 0,345 -0,575 -1,04
17 Kabupaten Ngawi -0,09 1,495 -0,315 -0,975
18 Kabupaten Magetan -0,16 -1,58 0,455 0,72
19 Kabupaten Madiun 0,075 0,38 0,09 -0,63
20 Kabupaten Nganjuk 0,085 -0,125 1,625 0,8
21 Kabupaten Mojokerto -1,38 -1,765 -0,42 -3,305
22 Kabupaten Jombang -0,66 -0,72 0,805 -0,985
23 Kabupaten Gresik -4.74 -7,14 0,87 1,25
24 Kabupaten Pasuruan 0,25 -1,42 0,7 0,18

Dampak Keberadaan Jalan Tol Trans Jawa terhadap

Perubahan Guna Lahan

Sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan, Jalan Tol Trans
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Jawa diharapkan berdampak terhadap perekonomian daerah—daerah
yang dilintasi. Selain pertumbuhan ekonomi, dampak jalan tol juga
dapat dinilai dengan perubahan fisik kawasan, berupa penggunaan
lahannya. Setiap kota atau kabupaten di 5 provinsi yang dilalui oleh
Jalan Tol Trans Jawa memiliki karakteristik masing-masing yang
perlu dievaluasi akibat adanya Jalan Tol Trans Jawa. Perubahan
tutupan lahan menjadi indikator penilaian dampak tersebut.

Pertumbuhan tutupan lahan terbangun pada koridor Jalan Tol Trans
Jawa, dalam jangka waktu 2 tahun sebelum dan sesudah jalan tol
beroperasi, bervariasi di setiap kota atau kabupaten. Secara
keseluruhan, luas lahan terbangun di sepanjang koridor Jalan Tol
Trans Jawa meningkat, dari 19,98% menjadi 22,08%, dan
sebaliknya, lahan tidak terbangun mengalami penurunan, dari
80,02% menjadi 77,92% (lihat Gambar 3).

Gambar 3 Perubahan Tutupan Lahan Sebelum dan Sesudah Jalan Tol
Beroperasi

Pertumbuhan lahan terbangun bervariasi tingkatannya dalam 2 tahun
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operasional jalan tol. Ada yang pertumbuhannya positif, namun ada
juga yang pertumbuhannya negatif atau menurun. Pertumbuhan
tertinggi area terbangun terjadi di Kabupaten Magetan (9,06%), di
Kabupaten Karanganyar (7,56%), di Kabupaten Sukoharjo (6,55%),
dan di Kabupaten Pemalang (5,79%). Selain kabupaten-kabupaten
tersebut, sebagian besar juga mengalami peningkatan lahan
terbangun, namun pada level yang bervariasi. Sebaliknya, beberapa
kota atau kabupaten justru mengalami penurunan lahan terbangun,
yang terdiri atas Kota Salatiga (-5,18%), Kabupaten Boyolali (-
1,43%), Kabupaten Indramayu (-1,2%), dan Kabupaten Mojokerto
(-0,01%).

Berdasarkan grafik pada Gambar 4, pertumbuhan tertinggi lahan
terbangun sebagian besar terdistribusi paling banyak di daerah Jawa
Tengah dan sebagian kecil di Jawa Timur, yaitu di Kabupaten
Pemalang, di Kabupaten Sukoharjo, dan di Kabupaten Magetan.
Akan tetapi, di Jawa Tengah juga terdapat penurunan lahan
terbangun, yaitu di Kota Salatiga dan di Kabupaten Boyolali. Selain
kawasan yang disebutkan tersebut, pertumbuhan lahan terbangun
cenderung lambat, seperti di sebagian Jawa Barat dan di sebagian
Jawa Timur.

Kabupaten Magetan mengalami perubahan tertinggi lahan terbangun
walaupun  pertumbuhan PDRB secara umum  menurun.
Perekonomian Kabupaten Magetan utamanya adalah pertanian, yang
dalam periode jalan tol beroperasi mengalami penurunan sebesar -
1,58%. Namun di sisi lain, sektor lainnya justru berkembang pesat,
seperti sektor-sektor pariwisata (4,05%), real estate (0,72%), dan
industri  (4,55%), yang menjadi indikasi pertambahan lahan
terbangun. Selain itu, hal ini juga menjadi indikasi bahwa terjadinya
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peningkatan aksesibilitas di Kabupaten Magetan, sehingga terjadi
peningkatan pada sektor—sektor perekonomian lainnya.

Gambar 4 Laju Perubahan Lahan Terbangun Sebelum dan Sesudah Tol
Beroperasi

Kabupaten Karanganyar mengalami perubahan lahan terbangun
kedua terbesar (7,56%) yang sinkron dengan pertumbuhan
ekonominya (0,35%). Kontribusi PDRB terbesar berasal dari sektor
industri pengolahan, yang terus mengalami peningkatan sebesar
0,57% setelah jalan tol beroperasi. Sektor pertanian mengalami
penurun (-0,68%) yang diikuti dengan peningkatan yang pesat sektor
pariwisata, yaitu hingga 4,05%.

Kabupaten Sukoharjo mengalami tutupan lahan yang cukup besar,
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yaitu 6,55%, walaupun mengalami penurunan ekonomi secara
umum (-0,96%). Kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Sukoharjo
berasal dari sektor industri, yang mengalami penurunan sebesar
0,53%. Sedangkan sektor pertanian dan sektor real estate mengalami
pertumbuhan.

Selanjutnya, Kabupaten Pemalang juga mengalami peningkatan
lahan terbangun sebesar 5,79%, yang sinkron dengan pertumbuhan
positif ekonomi wilayah ini. Kontribusi ekonomi terbesar berasal
dari sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, dengan
terjadinya penurunan di sektor pertanian pada saat jalan tol
beroperasi (-1,55%). Peningkatan ekonomi yang cukup pesat terjadi
di sektor-sektor real estate (3,00%), pariwisata (2,83%), serta
industri (2,02%).

Sedangkan Kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali mengalami
penurunan lahan terbangun yang diikuti dengan penurunan sektor
real estate sebesar -2,49% dan -1,6%. Sedangkan Kabupaten
Indramayu juga mengalami penurunan lahan terbangun yang sinkron
dengan penurunan PDRB secara umum (-3,14%). Sektor utama
Kabupaten Indramayu adalah industri pengolahan, yang mengalami
penurunan sebesar -5,00% pada periode jalan tol beroperasi.

Dari tahun 2011 hingga tahun 2020, pertumbuhan lahan terbangun
yang cepat terjadi di sepanjang koridor dari Kota Cilegon hingga
Kabupaten Purwakarta, yang mana jalan tol sudah terbangun sejak
1984 hingga 1992. Pertumbuhan lahan terbangun juga dapat terlihat
di Kabupaten Tegal hingga Kabupaten Batang.
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Tabel 9 Proporsi Tutupan Lahan Sebelum dan Sesudah Tol Beroperasi

Proporsi Tutupan Lahan dalam

Kota atau Tahl.m Tutupan Lahan 2 tahun (%)
Operasional Sebelum
Kabupaten lahan Setelah Jalan
Jalan Tol Jalan Tol .
. Tol Beroperasi
Beroperasi
Kabupaten 2015 Lahan Terbangun 6,31 7,63
Subang Lahan Tidak 93,69 92,37
Terbangun
Kabupaten 2015 Lahan Terbangun 10,81 9,61
Indramayu Lahan Tidak 89,19 90,39
Terbangun
Kabupaten 2015 Lahan Terbangun 7,02 7,68
Majalengka Lahan Tidak 92,98 92,32
Terbangun
Kota Cirebon 2015 Lahan Terbangun 63,90 65,87
Lahan Tidak 36,10 34,13
Terbangun
Kabupaten 2015 Lahan Terbangun 14,27 14,64
Cirebon Lahan Tidak 85,73 85,36
Terbangun
Kabupaten 2016 Lahan Terbangun 7,51 8,75
Brebes Lahan Tidak 92,49 91,25
Terbangun
Kabupaten Tegal 2018 Lahan Terbangun 11,04 13,38
Lahan Tidak 88,96 86,62
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 5,30 11,09
Pemalang Lahan Tidak 94,70 88,91
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 8,21 10,20
Pekalongan Lahan Tidak 91,79 89,80
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 7,25 10,20
Batang
Lahan Tidak 92,75 89,80
Terbangun
Kabupaten 2014 Lahan Terbangun 14,99 16,01
Semarang Lahan Tidak 85,01 83,99
Terbangun
Kota Salatiga 2017 Lahan Terbangun 64,73 59,55
Lahan Tidak 35,27 40,45
Terbangun
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Tabel 9 Proporsi Tutupan Lahan Sebelum dan Sesudah Tol Beroperasi (lanjutan)

Proporsi Tutupan Lahan dalam

Kota atau Tahl_m Tutupan Lahan 2 tahun (%)
Operasional Sebelum
Kabupaten lahan Setelah Jalan
Jalan Tol Jalan Tol .
. Tol Beroperasi
Beroperasi
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 25,23 23,80
Boyolali Lahan Tidak 74,77 76,20
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 26,30 32,85
Sukoharjo Lahan Tidak 73,70 67,15
Terbangun
Kota Surakarta 2018 Lahan Terbangun 96,43 98,29
Lahan Tidak 3,57 1,71
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 8,80 16,36
Karanganyar Lahan Tidak 91,20 83,64
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan 17,89 22,32
Sragen Terbangun
Lahan Tidak 82,11 77,68
Terbangun
Kabupaten Ngawi 2018 Lahan 13,83 17,42
Terbangun
Lahan Tidak 86,17 82,58
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan 14,73 23,79
Magetan Terbangun
Lahan Tidak 85,27 76,21
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan 15,10 17,13
Madiun Terbangun
Lahan Tidak 84,90 82,87
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 12,41 14,71
Nganjuk Lahan Tidak 87,59 85,29
Terbangun
Kabupaten 2014 Lahan Terbangun 15,93 15,94
Jombang Lahan Tidak 84,07 84,06
Terbangun
Kabupaten 2014 Lahan Terbangun 9,98 9,97
Mojokerto Lahan Tidak 90,02 90,03
Terbangun
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Tabel 9 Proporsi Tutupan Lahan Sebelum dan Sesudah Tol Beroperasi (lanjutan)

Proporsi Tutupan Lahan dalam

0,
Kota atau Tahl.m Tutupan Lahan 2 tahun (%)
Operasional Sebelum
Kabupaten lahan Setelah Jalan
Jalan Tol Jalan Tol -
. Tol Beroperasi
Beroperasi
Kabupaten 2017 Lahan Terbangun 14,16 15,04
Gresik Lahan Tidak 85,84 84,96
Terbangun
Kabupaten 2018 Lahan Terbangun 7,35 9,70
Pasuruan Lahan Tidak 92,65 90,3
Terbangun

Pemadatan di sekitar koridor jalan tol jelas terlihat, khususnya di
Kabupaten Pekalongan dan di Kabupaten Batang, sedangkan di
wilayah lainnya perkembangan lahan terbangun menyebar di setiap
wilayahnya. Pertumbuhan lahan terbangun yang cepat pada periode
2011-2020 juga dapat dilihat di Kabupaten Sukoharjo hingga
Kabupaten Nganjuk, yang tersebar secara acak hampir di seluruh
wilayah masing—masing.

Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa bervariasi pada
masing—masing wilayah. Terlihat bahwa Jalan Tol Trans Jawa
mengakibatkan pertumbuhan positif maupun pertumbuhan negatif
dari segi ekonomi dan guna lahan. Pertumbuhan positif umumnya
terjadi di banyak wilayah, yang mengindikasikan bahwa Jalan Tol
Trans Jawa berhasil meningkatkan pemerataan ekonomi. Akan
tetapi, pertumbuhan positif tersebut masih memiliki tingkatan
pertumbuhan yang berbeda, karena ada yang berkembang dengan
sangat pesat namun ada juga pertumbuhannya cenderung lambat.
Namun hasil kajian ini juga menemukan bahwa terdapat penurunan
dari segi ekonomi dan guna lahan pada beberapa wilayah tertentu
yang mengindikasikan adanya kegagalan pemerataan pembangunan
di koridor Jalan Tol Trans Jawa (lihat Gambar 5). Hasil kajian ini
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membuktikan bahwa tidak selalu pembangunan infrastruktur
berdampak positif terhadap pembangunan.

(i) Tahun 2011

(ii) Tahun 2020
Sumber: KLHK (2011, 2020)
Gambar 5 Laju Perubahan Tutupan Lahan 2011-2020

Pertumbuhan ekonomi yang cepat terjadi di Kabupaten Majalengka,

di Kabupaten Subang, dan di Kota Salatiga, walaupun perubahan
tutupan lahan di kawasan tersebut tidak mengikuti. Ekonomi
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Kabupaten Majalengka berkembang dengan pesat yang tidak hanya
didukung oleh jalan tol, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh proyek
pembangunan baru Bandara Kertajati. Bandara Kertajati ini
merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sudah
dicanangkan sejak tahun 2015, namun hingga saat ini belum selesai
secara tuntas. Akselerasi perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi
serta pemanfaatan guna lahan dapat berdampak lebih banyak dan
lebih signifikan.

Kabupaten Subang juga turut menunjukkan pertumbuhan ekonomi
terbesar kedua (0,7%) serta perubahan lahan terbangun 1,32%.
Sesuai dengan arahan tata ruang, Kabupaten Subang masuk dalam
wilayah pengendalian perkotaan, karena fungsi utamanya adalah
sebagai kawasan pertanian. Hal ini perlu tetap dikendalikan, karena
walaupun sektor pertanian menunjukkan tren positif (5,3%), sektor
real estate juga tumbuh dengan pesat setelah operasional jalan tol
(5,00%). Diperlukan langkah—langkah pengendalian pertumbuhan
guna lahan untuk tetap menjaga kelestarian di kabupaten ini.

Kota Salatiga mengalami pertumbuhan ekonomi yang cenderung
positif, namun terjadi penurunan tutupan lahan terbangun yang
drastis (-5,18%). Hal ini terjadi karena pengurangan real estate,
namun diikuti dengan peningkatan di bidang-bidang industri dan
pertanian. Hal ini sejalan dengan arahan tata ruang, yang mana Kota
Salatiga merupakan lumbung pangan nasional.

Pertumbuhan negatif justru terjadi di Kabupaten Gresik (-4,74%),
dengan perubahan lahan terbangun yang rendah (0,8%), padahal
Kabupaten Gresik merupakan Pusat Kegiatan Nasional dan bagian
kawasan perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sido-
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arjo-Lamongan (Gerbangkertosusila). Selain itu, Pemerintah juga
menetapkan Gresik sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, yang
berfokus pada industri smelter, nikel dan baja, -elektronik,
petrokimia, maupun energi. Hal ini perlu diantisipasi dan didukung
oleh Pemerintah agar pembangunan jalan tol dapat memberikan
dampak positif terhadap pembangunan di Gresik.

Ketidaksesuaian juga ditemukan di Kabupaten Brebes, yang juga
mengalami penurunan ekonomi (-0,19%), yang berasal dari sektor-
sektor industri (-4,07%) dan real estate (-3,8%). Padahal kawasan
ini direncanakan sebagai Kawasan Strategis Prioritas (KSP), yaitu
Kawasan Industri Brebes (lihat Gambar 6).

Sumber: DJBM (2020)
Gambar 6 Kawasan Strategis Prioritas di Wilayah Jawa-Bali

Pada sebagian besar wilayah, Jalan Tol Trans Jawa telah berhasil
membawa dampak positif pembangunan, baik dari segi ekonomi
maupun dari segi fisik wilayah. Akan tetapi, pembangunan atau
perubahan yang signifikan dan cepat hanya terjadi di wilayah atau di
kawasan yang sudah berkembang dan telah didukung oleh
infrastruktur pertumbuhan ekonomi yang mendukung kegiatan
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sektor utama sebelumnya, seperti industri dan real estate (kawasan
perkotaan).

Pertumbuhan yang tidak signifikan atau bahkan negatif juga terjadi
di sepanjang koridor Jalan Tol Trans Jawa. Sebagai contoh,
Kabupaten Gresik dan Kabupaten Brebes mengalami penurunan
walaupun terjadi peningkatan aksesibilitas jalan tol. Selain itu, hal
ini mengindikasikan bahwa jalan tol belum sinkron dengan rencana
pembangunan yang dicanangkan, seperti Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) maupun Kawasan Industri (KI).

KESIMPULAN

Telah banyak yang membuktikan bahwa infrastruktur dapat
membawa dampak yang besar terhadap perubahan guna lahan
maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, di banyak kasus yang
terjadi di negara lain, juga ditemukan tidak adanya dampak yang
signifikan, bahkan cenderung menunjukkan penurunan, pada bidang
ekonomi.

Jalan Tol Trans Jawa merupakan mega infrastruktur yang dibangun
dalam rangka pemerataan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan
biaya investasi yang tinggi, Jalan Tol Trans Jawa diharapkan dapat
membawa dampak yang besar di Pulau Jawa, khususnya di wilayah-
wilayah yang belum berkembang optimal.

Berdasarkan hasil kajian, yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi

dan guna lahan sebelum dan sesudah jalan tol beroperasi, sebagian
besar wilayah telah berhasil mengalami peningkatan yang positif,
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namun dengan tingkatan yang beragam. Pembangunan atau
perubahan yang signifikan dan cepat hanya terjadi di wilayah atau di
kawasan yang sudah berkembang dan telah didukung oleh
infrastruktur pertumbuhan ekonomi yang mendukung kegiatan
sektor utama sebelumnya, seperti industri dan real estate. Selain itu,
penataan ruang turut mendukung keberhasilan ini, baik berupa
arahan yang sinkron serta arahan-arahan pengendalian. Namun,
perlu ditekankan kembali, bahwa terdapat kota atau kabupaten yang
justru mengalami penurunan pasca operasional jalan tol, yang
mengindikasikan adanya kegagalan dalam pembangunan jalan tol.
Beberapa wilayah yang menjadi program prioritas nasional justru
belum tumbuh seperti yang diharapkan, walaupun telah didukung
oleh jalan tol ini.
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PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur akan memiliki dampak besar apabila direncanakan secara
optimal. Tol Trans Jawa merupakan salah satu mega infrastruktur transportasi yang diharapkan
berdampak besar juga terhadap perubahan fisik kawasan maupun pertumbuhan ekonomi.
Subchapter ini akan mengukur efek dari Tol Trans Jawa terhadap perubahan guna lahan dengan
menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan perubahan guna lahan
dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang sangat kuat. Pertumbuhan ekonomi diukur
dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 (PDRB riil) yang dapat
merefleksikan nilai invetasi pada masing — masing daerah di sepanjang koridor Tol Trans Jawa.
Perbandingan PDRB dilakukan untuk mengidentifikasi apakah ada pengaruh yang signifikan
sebelum dan sesudah tol Trans Jawa beroperasi. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi tersebut
akan dikaji dari kesesuain rencana tata ruang untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam
pembangunan tol Trans Jawa.

1.1. Peran Infrastruktur Jalan Tol terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi sempat menjadi perdebatan dalam beberapa
dekade terakhir. Menurut Aschauer (1989a, 1989b, 1989c), terdapat efek positif dari investasi
infrastruktur terhadap ekonomi. Namun hal ini dibantah oleh Holtz-Eakin and Schwartz (1995)
yang tidak menemukan adanya dampak yang signifikan secara kuantitatif dari pembangunan
jalan di US terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Tahun selanjutnya, Lachler and
Aschauer (1998) menimbulkan perdebatan bahwa investasi pada infrastruktur saja tidak cukup
untuk pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan sosial (Sahoo dan Dash, 2009; Lakshmanan, 2011; Yu etal., 2012; Tinambunan
et al., 2019; Panjaitan et al. 2019). Akan tetapi, ada batasan tingkat optimal infrastruktur yang
dapat memaksimalkan laju pertumbuhan ekonomi (Fujita dan Thisse, 2002; Kerajinan, 2009,
Chen, 2010; dan Lakshmanan, 2011). Tingkat investasi yang kurang atau berlebihan tidak akan
berpengaruh secara signifikan bahkan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.
Dampak dari infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi bervariasi di banyak negara. Pada
banyak kasus di negara berkembang, infrastruktur transportasi memiliki kontribusi yang sangat
besar. Salah satu infrastruktur yang berdampak besar adalah jalan karena dapat mendukung
konektivitas dan mobilitas di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya.

Jalan tol merupakan infrastruktur yang umumunya menuai pro dan kontra. Jalan tol dapat
meningkatkan perekonomian lokal dalam bentuk belanja pemerintah yang mendorong
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Perencanaan tol Trans Jawa dituangkan dalam Visi Indonesia 2045, dimana untuk
mencapai Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur, terdapat 3 pilar utama yang perlu
dipernuhi yaitu pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan pemerataan pembangunan. Dari visi tersebut
tujuan pembangunan infrastruktur adalah untuk meningkatkan konektivitas, mendorong
pemerataan antar wilayah, memenuhi prasarana dasar, mendukung pembangunan perkotaan
dan pedesaan, serta antisipasi terhadap bencana alam dan perubahan iklim yang diterjemahkan
dalam konsep pembangunan dan pemerataan infrastruktur.

Selanjutnya, Konsep pembangunan infrastruktur diturunkan ke dalam Peraturan presiden No.
18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 — 2024,
dimana salah satu arahan Presiden ada butir kedua yang menyebutkan untuk melanjutkan
pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisasta, mendongkrak lapangan kerja, dan
mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
Bentuk arahan Presiden kemudian diturunkan ke dalam 7 agenda pembangunan atau sering
disebut Prioritas nasional, dimana poin ke 5 menekankan pada penguatan infrastruktur untuk
mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar. Selanjutnya, prioritas nasional
diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas yang salah satunya menjelaskan
mengenai sasaran, indikator, dan target infrastruktur konektivitas (jalan). Adapun sasaran yang
ingin dicapai adalah meningkatnya konektivitas wilayah dengan indikator dan target sebagai
berikut:

v Waktu tempuh di jalan lintas utama pulau adalah 1.9 jam per 100 km,

v Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi adalah 2500 km

v’ Panjang jalan baru yang terbangun adalah 3000 km;

v' Persentase kondisi jalan mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten/kota sebesar 97%

Jalan tol Trans Jawa akan menjadi satu tulang punggung konektivitas di Pulau Jawa.
Konektivitas Tol Trans Jawa diharapkan dapat mewujukdan Visi Indonesia 2045 dan arahan
Presiden dalam RPJMN 2020 — 2024 yaitu muwujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih
merata di Pulau Jawa yang saat ini berkontribusi sebesar 58% terhadap PDB. Tol Trans Jawa
diharapakan dapat meningkatkan efisiensi mobilitas barang maupun orang guna menunjang
pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal di wilayah yang telah berkembang serta dapat
menciptakan pusat — pusat ekonomi baru di wilayah yang belum berkembang di Pulau Jawa.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan Fogel (1960), terdapat tingkat pengembalian ekonomi terhadap modal sebesar
30% yang diinvestasikan dalam pembangunan kereta api. Besaran 30% berasal dari
peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal untuk kegiatan pembukaan lahan. Literatur
oleh Auschauer (1989a) juga menemukan bahwa investasi infrastruktur yang rendah
bertanggung jawab signifikan terhadap pertumbuhan output dan produktivitas di Amerika
Serikat. Lebih lanjut, investigasi olehh Ford and Poret (1991) menemukan bahwa perbedaan




tingkat pertumbuhan di berbagai negara sebagian disebabkan oleh perbedaan tingkat investasi
infrastrukturnya. Lakshmanan (2011) menyatakan bahwa terdapat 2 dampak dari pembangunan
infrastruktur yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung:
e Dampak langsung:
o Pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan
membuka peluang bbisnis pada saat proses konstruksi
o Efisiensi angkutan logistik dari segi waktu yang menyebabkan harga barang
yang lebih murah, peningaktan output, keuntungan perusahaan, serta
kesempatan kerja
e Dampak tidak langsung:
o Munculnya industri pendukung yang memasok barang dan jasa untuk
penyediaan investasi langsung
o Terjadainya transfer of knowledge dan transfer of technology
Efek langsung dan tidak langsung tersebut telah dikaji oleh Banister dan Berechman (2001) dan
menemukan adanya hubungan yang positif antara efek — efek tersebu terhadap investasi
infrastruktur. Di negara bagian India, Lall (2007) menunjukkan bahwa investasi infrastruktur
merupakan penentu yang signifikan bagi pertumbuhan regional. Demikian juga di Cina,
beberapa peneliti telah menyoroti hubungan kausal antara pembangunan infrastruktur
transportasi Cina dan pertumbuhan ekonomi (Gao, 2005; Zhang, 2008; Zhang dan Sun, 2008;
Tan dan Yang, 2009; Yu et al., 2012). Namun, peneliti lain menemukan hubungan negatif
antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Devarajan dkk. (1996) menemukan
hubungan negatif dan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur komunikasi
yang disebabkan oleh investasi berlebih dalam transportasi dan komunikasi. Canning dan
Pedroni (2008) juga menunjukkan bahwa infrastruktur tidak menyebabkan pertumbuhan dalam
jangka panjang. Straub et al., (2008) juga gagal menemukan hubungan yang signifikan antara
infrastruktur dan pertumbuhan seperti yang terjadi di Ghana (Nketiah-Amponsah, 2009).

2.2 Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Guna Lahan

Banyak kajian yang telah melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan guna lahan
bersifat kausal, dimana perubahan guna lahan adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi (Lin dan
Ho, 2003; Verburg et al., 1999; Wu dan Zhang, 2012). Penelitian oleh Ho dan Lin (2004),
menemukan antar konversi lahan pertanian yang berkaitan dengan urbanisasi, industrialisasi,
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan jalan. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan
permintaan lahan untuk dikonversi menjadi industri, infrastruktur transportasi, maupun
perumahan. Konversi ini biasanya terjadi dari lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
He (2014) memiliki pandangan berbeda mengenai hubungan tersebut. Perubahan penggunaan
lahan bukan hanya sebagai konsekuensi dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga merupakan
pendorong langsung dan tidak langsung dari pertumbuhan ekonomi. Dengan contoh kasus di
Cina, ditemukan bahwa perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan ekonomi berkorelasi
kuat.

Peran guna lahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dijelaskan melalui hal berikut ini:




v' Lahan merupakan faktor produksi penting baik bagi pertanian dan juga industri
manufaktur maupun jasa. Tidak akan ada kegiatan ekonomi tanpa adanya lahan. Oleh
karena itu, pertumbuhan ekonomi menyebabkan lebih banyak kebutuhan akan lahan
(Bai et al., 2011).

v' Pengembangan lahan dilihat sebagai akumulasi modal dalam pertumbuhan.
Kepemilikan tanah oleh publik di Cina memberikan hak bagi pemerintah dacrah untuk
menyewakan tanah kepada pengembang. Hasil yang didapatkan dari sewa lahan
tersebut menjadi modal untuk pembangunan infrastruktur vital perkotaan (Lin, 2009a,
2009b).

v" Lahan digunakan sebagai alat untuk menarik investasi asing. Dengan memberikan harga
sewa tanah yang rendah, pemerintah daerah berupaya menarik investor industri (Lin,
2007). Konversi lahan pertanian menjadi perkotaan maupun industri akan menarik
investasi asing, sehingga memicu pertumbuhan ekonomi.

Dengan studi kasus di Cina tersebut, lahan dapat langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi lokal. Pengembangan lahan dapat diperlakukan sebagai proses akumulasi modal
dalam pertumbuhan perkotaan. Lahan juga sering digunakan untuk menarik investasi asing
masuk. Dengan begitu lahan bukan hanya faktor produksi, tetapi juga merupakan faktor
ekonomi.

PEMBAHASAN
Sub bab ini akan menngukur dampak pertumbuhan jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi

yang berkorelasi secara langsung terhadap guna lahan. Produk domestic regional bruto (PDRB)
menjadi dasar pengukuran ekonomi yang kemudian didetailkan berdasarkan sektor — sektor
penting seperti sektor pertanian, sektor industri, sektor real estate, dan sektor pariwisata.

3.1. Kondisi Perekonomian Kota/Kabupaten Tol Trans Jawa

Kondisi perekonomian wilayah direfleksikan dalam 41 nilai produk domestik regional bruto
(PDRB). Gambar 2 di bawah menampilkan rata — rata nilai PDRB riil dari tahun 2017 — 2020
pada 41 kota/kabupaten. Provinsi DKI Jakarta dipisahkan dari grafik nilai PDRB mewakili
provinsi, bukan kota/kabupaten. Hal ini juga dilakukan karena nilai PDRB di DKI Jakarta
memiliki gap yang besar dengan kota/kabupaten lainnya sebagai PDRB terbesar di Indonesia.
Dari 40 kota/kabupaten, Surabaya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur adalah kota dengan
PDRB riil tertinggi yaitu 288.46 triliun, yang kemudian diikuti oleh Kabuapten Bekasi sebesar
241.15 triliun. Selanjutnya, PDRB riil terbesar juga terdapat di Kabupaten Karawang (156.83
triliun), Kabupaten Sidoarjo (133.35 triliun), dan Kota Semarang (133.09 triliun). Sebaliknya,
nilai PDRB riil terendah (<10 triliun) ditemukan di Kota Probolinggo (7.92 triliun) dan Kota
Salatiga (9.23 triliun).

Grafik ini juga menunjukkan variasi nilai PDRB yang mengindikasikan adanya ketimpangan
antara ekonomi suatu wilayah dengan wilayah lainnya dalam koridor tol Trans Jawa. Dengan
melihat hal tersebut, keberadaan jalan tol diharapkan bisa memeratakan kesenjangan ekonomi







Perlu diperhatikan bahwa rentang waktu PDRB yang digunakan mencakup periode pandemi
Covid-19 pada tahun 2020 yang dampaknya sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi baik
secara global, nasional, dan wilayah. Secara garis besar, rata — rata laju pertumbuhan ekonomi
pada tahun 2017 — 2019 adalah 5.53 dengan pertumbuhan tertinggi yaitu Kabupaten
Majalengka (7.77%) dan terendah adalah Kabupaten Indramayu. Pada tahun 2020,
pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dengan rata — rata -2.14%. Kota Tangerang
merupakan kota yang mengalami penurunan terbesar yaitu -6.93% dan sebaliknya Kabupaten
Majalengka mengalami penurunan terendah dibanding dengan kota/kabupaten lainnya bahkan
pertumbuhannya masih surplus 0.9%.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Variabel Rata —Rata (%)  Simpangan Baku(%)  Terendah(%) Tertinggi(%)
Rata - rata laju
pertumbuhan 2017 - 2019 553 0.75 1.34 1.77
Pertumbuhan ekonomi
2020 -2.14 1.34 -6.93 0.90

3.2. Dampak Keberadaan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi ekonomi dilihat dari rata — rata pertumbuhan dalam 2 tahun sebelum dan sesuadah tol
beroperasi (tidak termasuk tahun 2020). Pengukuran dilihat dalam rentang waktu 2 tahun
karena biasanya rentang waktu tersebut berada dalam satu siklus bisnis, yang rata — rata
durasinya sekitar 5 tahun.

Beberapa kota dan kabupaten telah lama dilintasi oleh jalan tol, sehingga tidak disertakan di
dalam perhitungan yang meliputi Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten
Tangerang, Kota Tangerang, DKI Jakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kota Semarang, Kabupaten Sidorjo, dan Kota Surabaya.
Jalan tol di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Probolinggo juga baru saja beroperasi di tahun
2019 sehingga tidak disertakan. Selain itu terdapat juga ruas jalan tol yang belum beroperasi
sehingga tidak dipertimbangkan yaitu Kota Probolinggo dan Kabupaten Banyuwangi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, terdapat 24 kabapten/kota yang diukur pada sub bagian ini.
Hasil rata — rata pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah jalan tol menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi bervariasi pada setiap kota/kabupaten. Terdapa 14 kota/kabupaten yang
mengalam trend pertumbuhan positif setelah dibangunnya jalan tol. Akan tetapi, terdapat 10
kota/kabupaten yang justru mengalami penurunan ekonomi walaupun dengan keberadaan jalan
tol tersebut. Pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi di Kabupaten Majalengka (1.5%), yang
diikuti oleh Kabupaten Subang (0.7%), dan Kota Salatiga (0.65%). Pertumbuhan yang
cenderung menurun terbesar terjadi di Kabupaten Gresik (-4.74%), Kabupaten Indramayu (-
3.14%), dan Kabupaten Mojokerto (-1.38%).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi pada 24 kota/kabuapaten yang dilalui menurun. Rata —
rata pertumbuhan ekonomi sebelum adanya jalan tol sebesar 5.33%, dan menurun menjadi
5.05% setelah tol beroperasi. Hasil ini menunjukkan peran jalan tol belum optimal untuk
menggalakann ekonomi khususnya di kota/kabupaten dengan ketimpangan tinggi. Selanjutnya,




analisis detail akan dilakukan terhadap sektor — sektor penting seperti pertanian, industri, real
estate, serta pariwisata pada masing — masing kota/kabupaten.

Tabel 3. Pertumbuhan PDRB Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Perubahan
Rata - Rata Rata - Rata Pertumbuhan
dilintasi Beroperasi rdbr i =g jiliill] ;()1
operasional tol operasional tol

1 Kabupaten Subang 2015 4.56 525 0.70
2 Kabupaten Indramayu 2015 3.90 0.76 -3.14
3 Kabupaten Majalengka 2015 4.92 642 1.50
4 Kota Cirebon 2015 5.31 595 0.64
5 Kabupaten Brebes 2016 5.64 546 -0.19
6 Kabupaten Tegal 2018 5.65 5.56 -0.09
7 Kabupaten Pemalang 2018 5.52 5.80 0.28
g Kabupaten Pekalongan 2018 5.30 535 0.05
g Kabupaten Batang 2018 5.29 538 0.09
10 Kabupaten Semarang 2014 6.00 541 -059
11 Kota Salatiga 2017 5.22 587 0.65
12 Kabupaten Boyolali 2018 5.54 596 043
13 Kabupaten Sukoharjo 2018 292 1.96 -096
14 Kota Surakarta 2018 5.53 5.78 0.26
15 Kabupaten Karanganyar 2018 5.59 593 0.35
16 Kabupaten Sragen 2018 5.87 590 0.03
17 Kabupaten Ngawi 2018 5.14 505 -0.09
18 Kabupaten Magetan 2018 5.20 504 -0.16
19 Kabupaten Madiun 2018 5.35 542 0.08
20 Kabupaten Nganjuk 2018 5.28 536 0.09
21 Kabupaten Mojokerto 2014 6.91 553 -1.38
22 Kabupaten Jombang 2014 6.04 538 -0.66
23 Kabupaten Gresik 2017 5.66 0.92 474
24 Kabupaten Pasuruan 2018 5.58 5.83 0.25

3.3. Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Pertumbuhan sektor pertanian bervariasi di setiap kabupaten dan kota, dimana terjadi tren
positif pada 14 kota/kabupaten, namun trend negative juga terjadi di 10 kota/kabupaten.
Pertumbuhan sektor pertanian terbesar ditemukan di Kabupaten Subang dengan nilai 5.27%,
diikuti oleh Kabupaten Batang (3.11%), dan Kabupaten Sukoharjo (1.58%). Penurunan sektor
pertanian terbanyak terdapat di Kabupaten Gresik (-7.14%), Kabupaten Tegal (-2.90%), dan
Kabupaten Mojokerto (-1.77%). Secara umum terdapat, peningkatan sektor pertanian di
sepanjang koridor tol Trans Jawa dari 2.24% menjadi 2.26% setelah jalan tol beroperasi.




Tabel 4. Pertumbuhan Sektor Pertanian Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Rata - Rata

Rata - Rata

) ) Perubahan
Kota/Kabupaten Tahun perujlmt‘}uh‘m sektor per%um?:uhf = Pertumbuhan
No - . p pertanian 2 tahun sektor pertanian 2
yang dilintasi Beroperasi ) o ) — Sebelum dan
sebelum operasional tahun setelah sesudah jalan tol
tol operasional tol .

| Kabupaten Subang 2015 1.10 6.36 5.27
Kabupaten 2015

2 Indramayu 2.04 292 0.88
Kill_}upiltcn 2015

3 Majalengka 1.86 221 0.35

4 Kota Cirebon 2015 1.39 2.73 1.34

5 Kabupaten Brebes 2016 2.14 2.09 -0.05

6 Kabupaten Tegal 2018 2.21 -0.69 -2.90

7 Kabupaten Pemalang 2018 2.87 1.32 -1.55
Kabupaten 2018

8 Pekalongan 1.02 1.83 0.81

Kabupaten Batang 2018 0.14 3.24 3.11

10 Kabupaten Semarang 2014 3.05 4.10 1.05

11 Kota Salatiga 2017 3.49 3.87 0.38

12 Kabupaten Boyolali 2018 2.46 3.36 091
Kabu pill-Cl] 2018

13 Sukoharjo 1.79 3.37 1.58

14 Kota Surakarta 2018 251 2.96 0.46
Kelt_mpeltcn _ 2018

15  Karanganyar 249 1.80 -0.69

16 Kabupaten Sragen 2018 1.69 203 0.35

17 Kabupaten Ngawi 2018 0.43 1.92 1.50

1§ Kabupaten Magetan 2018 2.04 0.46 -1.58

19 Kabupaten Madiun 2018 1.84 2.22 0.38

20 Kabupaten Nganjuk 2018 2.03 1.90 -0.13
Kelbupelten 2014

Mojokerto 4.26 249 -1.77

22 Kabupaten Jombang 2014 2.59 1.87 -0.72

23 Kabupaten Gresik 2017 6.16 -0.98 -7.14

24 Kabupaten Pasuruan 2018 224 0.82 142

3.4. Pertumbuhan Sektor Industri Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Dari total 24 kota/kabupaten, terdapat

10 kota/kabupaten yang menunjukkan trend

pertumbuhan negatif dan 14 kota/kabupaten dengan trend pertumbuhan positif. Petumbuhan

sektor industri terbesar terdapat di Kabupaten Majalengka (5.3%), Kabupaten Pemalang

(2.03%), dan Kota Surakarta (1.85%). Sedangkan penurunan sektor industri terbesar terjadi di
Kabupaten Indramayu (5%), Kabupaten Brebes (4.07), dan Kabupaten Semarang (3.49%).
Secara umum, terjadi peningkatan sektor industri setelah jalan tol beroperasi di koridor Trans

Jawa dari 5.99% menjadi 6.02%.
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Tabel 5. Pertumbuhan Sektor Industri Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Rata - Rata

Rata - Rata

Perubahan
Tahun pertumbuhan sektor pertumbuhan Pertumbuhan
No  Kota/Kabupaten yang dilintasi Beroperasi indu‘stri 2 tahun sefct()r in‘dusl.ri 2 Sebelum dan
sebelum tahun setelah .

operasional tol operasional tol sesudah jalan tol

1 Kabupaten Subang 2015 489 495 006
2 Kabupaten Indramayu 2015 5.18 0.19 -500
3 Kabupaten Majalengka 2015 6.79 1208 530
4 Kota Cirebon 2015 557 447 -1.11
5 Kabupaten Brebes 2016 10.79 6.72 -4.07
6 Kabupaten Tegal 2018 6.87 644 043
7 Kabupaten Pemalang 2018 5.81 783 203
g Kabupaten Pekalongan 2018 444 476 0.32
9 Kabupaten Batang 2018 5.84 545 -0.39
10 Kabupaten Semarang 2014 8.12 464 349
11 Kota Salatiga 2017 404 567 1.63
12 Kabupaten Boyolali 2018 643 7.06 063
13 Kabupaten Sukoharjo 2018 2.68 2.15 053
14 Kota Surakarta 2018 404 588 1.85
15 Kabupaten Karanganyar 2018 573 6.30 0.57
16 Kabupaten Sragen 2018 7.89 731 -0.58
17 Kabupaten Ngawi 2018 622 590 032
18 Kabupaten Magetan 2018 728 7.73 046
19 Kabupaten Madiun 2018 7.09 7.18 0.09
20 Kabupaten Nganjuk 2018 646 808 1.63
21 Kabupaten Mojokerto 2014 6.56 6.14 042
22 Kabupaten Jombang 2014 447 527 081
23 Kabupaten Gresik 2017 492 5.79 087
24 Kabupaten Pasuruan 2018 577 647 0.70

3.5. Pertumbuhan Sektor Real Estate Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Dari sektor real estate, terdapat 11 kota/kabupaten yang mengalami trend pertumbuhan negatif,

dan 13 mengalami trend positif. Pertumbuhan positif terbesar ditemukan di Kabupaten Subang
(4.99%), Kota Cirebon (3.29%), dan Kabupaten Pemalang (3%). Sedangkan, penurunan
terbesar terjadi di Kabupaten Brebes (-3.8%), Kabupaten Mojokerto (3.31%), dan Kota
Surakarta (-2.83%). Namun, secara garis besar terjadi penurunan ekonomi pada sektor real

estate setelah tol beroperasi dari 6.03% menjadi 5.88%.
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Tabel 6. Pertumbuhan Sektor Real Estate Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Rata - Rata Rata - Rata Perubahan
Tahun pertumbuhan sektor  pertumbuhan sektor ~ Pertumbuhan
No  Kota/Kabupaten yang dilintasi Beroperasi .reell estate 2_‘tz.l!'1un‘ !’Cill -estelte 2 t.z‘thfl ..‘_';e.bellum_‘de‘m
sebelum operasional  setelah operasional  sesudah jalan
tol tol tol

Kabupaten Subang 2015 221 7.20 4.99

2 Kabupaten Indramayu 2015 6.81 8.91 2.10
3 Kabupaten Majalengka 2015 5.03 5.20 0.18
4 Kota Cirebon 2015 437 7.66 3.29
5 Kabupaten Brebes 2016 7.86 4.06 -3.80
6 Kabupaten Tegal 2018 6.17 4.99 -1.18
7 Kabupaten Pemalang 2018 6.13 9.13 3.00
g Kabupaten Pekalongan 2018 6.96 4.24 272
g9 Kabupaten Batang 2018 6.37 5.42 -0.95
10 Kabupaten Semarang 2014 5.88 7.14 1.27
11 Kota Salatiga 2017 7.03 4.55 .2.49
12 Kabupaten Boyolali 2018 7.81 6.19 -1.62
13 Kabupaten Sukoharjo 2018 1.08 1.99 0.92
14 Kota Surakarta 2018 5.81 298 283
15 Kabupaten Karanganyar 2018 5.82 5.86 0.05
16 Kabupaten Sragen 2018 6.82 5.78 -1.04
17 Kabupaten Ngawi 2018 5.07 4.09 -0.98
18 Kabupaten Magetan 2018 4.85 5.57 0.72
19 Kabupaten Madiun 2018 6.69 6.06 -0.63
20 Kabupaten Nganjuk 2018 5.32 6.12 0.80
21 Kabupaten Mojokerto 2014 8.70 5.40 -3.31
22 Kabupaten Jombang 2014 9.24 8.25 -0.98
23 Kabupaten Gresik 2017 7.46 8.71 1.25
24 Kabupaten Pasuruan 2018 5.35 5.53 0.18

3.6. Pertumbuhan Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Terdapat 9 kota/kabupaten yang mengalami trend negatif serta 15 kota/kabupaten yang

mengalami trend positif. Pertumbuhan terbesar terdapat di Kabupaten Magetan (4.05%),

Kabupaten Karanganyar (4.05%), dan Kabupaten Brebes (3.46%). Sedangkan penurunan
terbesar terdapat di Kabupaten Pasuruan (-2.18%), Kabupaten Madiun (-1.56%), dan
Kabupaten Ngawi (-1.46%). Secara umum, sektor pariwisata mengalami tren peningkatan

positif dari 6.61% menjadi 7.6% setelah jalan tol beroperasi.
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Tabel 7. Pertumbuhan Sektor Pariwisata Sebelum dan Sesudah Jalan Tol

Rata - Rata Rata - Rata )
Kota/Ke ) ) ’ pertumbuhan pertumbuhan sektor P‘?lumlhm‘]
No ()I‘LfK‘l‘b}J Pfllfn yang T_‘lhm_]‘ . sektor pariwisata 2 pariwisata 2 tahun Peltumbuh“m
diintasi Beroperasi tahun sebelum setelah operasional SCbc]”f“ dan
operasional tol tol sesudah jalan tol
1 Kabupaten Subang 2015 374 6.32 2.58
2 Kabupaten Indramayu 2015 798 6.93 -1.05
3 Kabupaten Majalengka 2015 6.20 5.89 -0.31
4 Kota Cirebon 2015 6.03 7.70 1.67
5 Kabupaten Brebes 2016 685 10.31 346
6 Kabupaten Tegal 2018 622 8.68 2.47
7 Kabupaten Pemalang 2018 623 9.06 2.83
g Kabupaten Pekalongan 2018 6.84 7.49 0.65
9 Kabupaten Batang 2018 630 9.10 2.81
10 Kabupaten Semarang 2014 396 6.37 241
11 Kota Salatiga 2017 723 7.38 0.15
12 Kabupaten Boyolali 2018 628 7.62 1.34
13 Kabupaten Sukoharjo 2018 1.89 1.84 -0.05
14 Kota Surakarta 2018 477 5.21 0.44
15 Kabupaten Karanganyar 2018 520 9.25 4.05
16 Kabupaten Sragen 2018 839 10.13 1.75
17 Kabupaten Ngawi 2018 826 6.80 -1.46
18 Kabupaten Magetan 2018 485 2.90 405
19 Kabupaten Madiun 2018 873 7.17 -1.56
20 Kabupaten Nganjuk 2018 873 7.50 -1.23
21 Kabupaten Mojokerto 2014 891 8.53 -0.38
22 Kabupaten Jombang 2014 691 8.64 1.73
23 Kabupaten Gresik 2017 9.15 8.73 -0.41
24 Kabupaten Pasuruan 2018 9.12 6.94 218

Kabupaten Majelengka dengan pertumbuhan ekonomi terbesar setelah adanya jalan
dikarenakan meningkatnya sektor — sektor ekonomi khususnya industry yang mengalami
kenaikan tertinggi sebesar 5.3%. Di sisi lain Kabupaten Subang sebagai pertumbuhan ekonomi
tertinggi ke-2 juga mengalami peningkatan yang signifikannya pada sektor pertanian (5.23%).
Wilayah tertinggi lainnya yaitu Kota Salatiga dengan pertumbuhan yang signifikan pada sektor
industri.

Penurunan ekonomi terbesar yang terjadi di Kabupaten Gresik salah satunya dipacu oleh
penurunan sektor pertanian yang signifikan sebesar -7.14%. Kabupaten Indramayu juga
mengalami penurunan ekonomi yang terbesar yang dipicu oleh penurunan dari sektor industri
yang cukup besar (5%). Kabupaten Mojokerto mengalami tren negatif yang sama dimana pada
3 sektor yaitu pertanian, industri, dan real estate cenderung menurun khususnya real estate.
Rangkuman dari pertumbuhan ekonomi secara umum dan sektor dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Sektor

Pertumbuhan (%)
No  Kota/Kabupaten yang dilintasi

PDRB  Pertanian  Industri Real Estate

1 Kabupaten Subang 0.695 5.265 006 499
2 Kabupaten Indramayu -3.14 0.875 -4.995 2.1
3 Kabupaten Majalengka 1.5 0.35 5.295 0.175
4 Kota Cirebon 0.64 1.335 -1.105 329
5 Kabupaten Brebes -0.185 -0.05 -407 -3.8
6 Kabupaten Tegal -0.09 -2.895 -043 -1.175
7 Kabupaten Pemalang 0.28 -1.545 2025 3
% Kabupaten Pekalongan 0.05 0.81 0.325 -2.715
9 Kabupaten Batang 0.09 3.105 -0.385 -0.95
10 Kabupaten Semarang -0.59 1.05 -3.485 1.265
11 Kota Salatiga 0.65 0.38 1.63 -2.485
12 Kabupaten Boyolali 0.425 0.905 0.635 -1.615
13 Kabupaten Sukoharjo -0.96 1.58 -0.53 0915
14 Kota Surakarta 0.255 0.455 1.845 -2.825
15 Kabupaten Karanganyar 0.345 -0.685 0.57 0.045
16 Kabupaten Sragen 0.03 0.345 -0.575 -1.04
17 Kabupaten Ngawi -0.09 1.495 -0.315 -0.975
18 Kabupaten Magetan -0.16 -1.58 0455 072
19 Kabupaten Madiun 0.075 0.38 0.09 063
20 Kabupaten Nganjuk 0.085 -0.125 1.625 08
21 Kabupaten Mojokerto -1.38 -1.765 -042 -3.305
22 Kabupaten Jombang -0.66 -0.72 0.805 -0.985
23 Kabupaten Gresik -4.74 -7.14 087 1.25
24 Kabupaten Pasuruan 0.25 -1.42 0.7 0.18

3.7. Kesesuaian Rencana Tata Ruang dengan Tol Trans Jawa

Seusai dengan target dan sasaran yang ditetapkan jalan tol, tol Trans jawa diharapkan
berdampak terhdap perekonomia daerah — daerah yang dilintasi. Untuk mencapai hasil yang
optimal, perlu ada sinkronisasi antara rencana tata ruang wilayah pada daerah — daerah yang
dilaluinya. Setiap provinsi kota’kabupaten pada 5 yang dilalui oleh Trans Jawa memiliki
karakteristik masing — masing yang perlu untuk dievaluasi dengan keberadaan tol Trans Jawa.
Diharapkan tol Trans Jawa dapat mendorong potensi daerah yang sesuai dengan arahan RTRW
dan mencegah terjadinya benturan yang dapat membahayakan kelestarian daerah. Bagian ini
akan mengkaji kesesuaian masing — masing RTRW wilayah dengan tren pertumbuhan ekonomi
yang terjadi.

Adapun arahan RTRW untuk masing kota’kabupaten dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 9. Arahan Pengembangan Wilayah berdasarkan RTRW

No Kota/Kabupaten Arahan RTRW
Banten
Kota Cilegon (Merak) PKN

Industry besar dan menengah
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Kabupaten Serang

Kota Serang

Kabupaten Tangerang

Kota Tangerang

Jakarta
Jakarta
Jawa Barat

Kota Bekasi

Kabupaten Bekasi

Kabupaten Karawang

Kabupaten Purwakarta

Kabupaten Subang

Kabupaten Indramayu

Kabupaten Majalengka

Kota Cirebon (Palimanan dan
Kanci)

Perlu pengendalahn untuk menjaga keutuhan lahan

pertanian

Utamanya hutan produksi, pertanian
Industri besar dan menengah, konservasi
PKN

Pengendalia kawasan perkotaa
PKN

Perkotaan Jabodetabek

Pertanian dan industri
PKN

Perkotaan Jabodetabek

Pengendalahn kawasan perkotaan

PKN

Perlunya pengendalian kawasan perkotaan
Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Perkotaan

Perlunya pengendalian kawasan perkotaan
Kawasan Strategis Nasional Jabodetabekpunjur

PKN: kawasan  perkotaan  Jabodetabek

pengembangan sektor industry

Perlunya pengendalian kawasan perkotaan
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Industri, permukiman, dan pertanian

Perlunya pengendalian kawasan perkotaan
PKW

Industri dan bisnis, perkotaan

Perlunya pengendalian kawasan perkotaan
Pertanian

Perlunya pengendalian kawasan
Didominasi oleh pertanian

Kawasan didorong untuk dikembangkan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Kawasan konservasi, pertanian, dan agroindustri
PKN

Kawsan perkotaan dan industri

dan
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Jawa Tengah

Kabupaten Brebes (Pejagan)

Kabupaten Tegal
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Pekalongan

Kabupaten Batang
Kabupaten Kendal

Kota Semarang

Kabupaten Semarang

Kota Salatiga

Kabupaten Boyolali

Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta

Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Sragen

Jawa Timur
Kabupaten Ngawi

Kabupaten Magetan
Kabupaten Madiun

Kawasan didorong untuk dikembangkan
PKL

Agropolitan dan Lumbung pangan nasional
PKW

Agropolitan dan Lumbung pangan nasional
PKL

PKW

PKL

PKN Kedungsepur

lumbung pangan nasional, industri

Kawasan stategis ekonomi: menggabungkan berbagai
sektor unggulan Jawa Tengah yaitu industri,
perdagangan, pariwisata, pertambangan dan energi,
pertanian, perkebunan, dan perikanan.

PKN Kedungsepur

Lumbung pangan nasional, kawasan perkotaan, kawasan
industry, kawasan berikat, wisata
PKN Kedungsepur

Kawasan ekonomi khusus provinsi

Agropolitan  (lumbung pangan nasional), kawasan
industry, kawasan berikat
PKW

Agropolitan (lumbung pangan nasional)
PKW

Kawasan perkotaan Subosukawonosraten
Kawasan perkotaan Subosukawonosraten

PKL
PKN

Kawasan perkotaan Subosukawonosraten
Kawasan perkotaan Subosukawonosraten

PKL
Kawasan perkotaan Subosukawonosraten

PKL
PKL

Pertanian, hutan lindung
Pertanian, hutan lindung
PKW
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Kabupaten Nganjuk

Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Jombang

Kabupaten Gresik

Kabupaten Sidoarjo

Kota Surabaya

Kabupaten Pasuruan (kawasan
industry)

Kabupaten Probolinggo

Kota Probolinggo

Kabupaten B any uwangi

Pertanian, hutan lindung
PKW

Pertanian, hutan lindung
PKN

kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo

Pertanian, industri
PKL

Pertanian, industri
PKN

kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo

peruntukkan kawasan industry dan pertanian
PKN

kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo

Peruntukkan kawasan industry dan pertanian
PKN

Kawasan perkotaan Gerbangkertosusilo

Industri

Akan dikembangkan untuk kawasan industry, pertanian,

dan perumahan

Peruntukkan kawasan industry, pertanian, konservasi

PKW

Kawasan pertanian
PKW

Pertanian, konservasi, industry

Dari arahan tersebut, diturunkan pola ruang berdasarkan penggunaan lahan dengan distribusi
sebagai berikut:

Tabel 10. Presentase Pengzunaan Lahan berdasarkan RTRW

Persentase Penggunaan Lahan (%)

No Kola/Ka_b.upat?n yang .
dilintasi Hutan Produksi

Pertanian dan Rakyat Industri Permukiman  Total

1 Kabupaten Subang 619 136 55 11.9 929

2 Kabupaten Indramayu 46.2 33.6 10 85 892

3 Kabupaten Majalengka 34.9 10.7 1.1 11.2 579

4 Kota Cirebon 12.6 0.0 1.8 67.3 816

5 Kabupaten Brebes 4.2 247 32 16.6 88.7

6 Kabupaten Tegal 53.0 236 n/a 18.2 947

7 Kabupaten Pemalang 421 412 0.6 nfa 839
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g Kabupaten Pekalongan na 314 18 184 517

g Kabupaten Batang 523 209 42 219 992
10 Kabupaten Semarang 447 244 12 19.5 89.8
11 Kota Salatiga 84 0.0 28 n/a 112
12 Kabupaten Boyolali n/a 332 1.7 n/a 349
13 Kabupaten Sukoharjo 52.9 0.0 24 379 932
14 Kota Surakarta n/a n/a 22 96.7 98.9
15 Kabupaten Karanganyar 40.7 6.9 3.1 32.1 829
16 Kabupaten Sragen 53.9 6.2 22 374 99.7
17 Kabupaten Ngawi n/a n/a n/a n/a 0.0
18 Kabupaten Magetan n/a n/a n/a n/a 0.0
19 Kabupaten Madiun n/a n/a n/a 19 1.9
20 Kabupaten Nganjuk 31.0 390 16 244 96.0
21 Kabupaten Mojokerto 61.4 20.1 159 n/a 974
22 Kabupaten Jombang 455 185 23 24.8 912
23 Kabupaten Gresik 36.0 09 104 219 692
24 Kabupaten Pasuruan 380 9.9 nfa n/a n/a

KESIMPULAN

Telah banyak yang membuktikan bahwa infrastruktur dapat membawa dampak yang besar
terhadap perubahan guna lahan maupun pertumbuhan ekonomi. Namun, di banyak kasus negara
lain juga, tidak ditemukan dampak yang signifikan bahkan cenderung menunjukkan penurunan
pada bidang ekonomi. Tol Trans Jawa merupakan megainfrastruktur yang dibangun dalam
rangka pemerataan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan biaya investasi yang tinggi, Tol Trans
Jawa diharapkan dapat membawa dampak yang besar pula khususnya bagi wilayah — wilayah
yang ketimpangan secara ekonomi masih besar. Berdasarkan hasil kajian yang dilihat dari
pertumbuhan PDRB riil sebelum dan sesudah jalan tol beroperasi, pertumbuhan di sepanjang
koridor bervariasi namun cenderung menunjukkan trend yang menurun. Terdapat
kota/kabupaten yang mengalami peningkatan, namun terdapat juga yang justru mengalami
penurunan dari tahun — tahun sebelumnya. Lebih detail, beberapa sektor — sektor utama yang
menjadi tujuan dan sasaran pembangunan tol Trans Jawa turut dikaji pada setiap kota/kabupaten
yang dilalui. Hasil menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang bervariasi pada setiap
kota/kabupaten di sektor — sektor tertentu.

DAFTAR PUSTAKA (12 pt, Times New Roman, ditulis berurutan menurut abjad.
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